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1)

BUPATI SOLOK,

. bahwa untuk menentukan arah, tujuan, serta sasaran

pembangunan daerah vang sejalan dengan visi dan
misi pemerintah daerah guna mewujudkan
kesejahteraan dalam rangka peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan dayva saing Daerah;

. bahwa isu krusial yang menjadi prioritas penanganan

untuk mencapai pembangunan daerah vang lebih baik
perlu mempertimbangan pemahaman terhadap
kebutuhan dan  aspirdsi  masyarakat,  serta
karakteristik sosial dan demografis suatu wilayah
sebagal dasar perencanaan program dan kegiatan yang
relevan;

. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam

mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan
yang tertuang dalam rencana strategis perangkat
daerah perlu diatur dalam bentuk Peraturan Bupat,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf &, huruf b, dan huruf ¢, periu
menetapkan Peraturan Bupati f{entang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pamerintaban Dacrah  (Lembaran Negora Ropublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)
scbagaimana (clah diubah beberapa kalli terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenlang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undan_g-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Ncgara Republik




Menetapkan

Tt

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157,
g‘g;uzh;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomoer 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 7, tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 124j;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029,

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

£
2.

Daerah adalah Kabupaten Solok.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyvelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksangan  urusan pemerintahan vang - menjad
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Solok.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 vang selanjutnya
disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun




(1)
(2]

2

(3)

(1)

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnva masa
Jabatan Kepala Daerah. ‘ |
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan vang menjacdi
kewenangan Daerah. '

Rencana Stlrategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
vang sclanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah
adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Ren-_cana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 {satu) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah meru nja
RPJMD Tahun 2025-2029. ananl e
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan
Eebargi bahan penyvusunan rencana kerja Pemerintah
aerah.

Pasal 3

Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah

sesual dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

setelah RPJMD ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

avat (1) memuat tujuan, Sasaran program, dan kegiatan

Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan wajib dan/atau wurusan pemerintahan

pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat

Daerah.

Renstra Perangkal Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] disusun dengan sistematika:

&. bab I memuat pendahuluan;

b. bab IT memuat gambaran pelayanan permasalahan dan
isu strategis Perangkat Daerah;

¢. bab 1II memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan;

d. bab IV memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan
kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

€. bab V memiuat penutup.

Pasal 4
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 terdiri atas:
a. rencana strategis sekretariat Daerah;
b, rencana strategis sekretariat dewan perwakilan
raxkyvat Daerah;
¢. rencana strategis inspektorat Daerah;
d. rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan
pengembangan;
rencana strategis badan keuangan Daerah;
rencana strategis badan pendapatan Daerah:

o
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13)

B- rencana  strategis badan kepegawaian, dan
pengembangan sumber daya manusia:

h. rencana strategis badan penanggulangan bencana
Daerah:;

i, rencana strategis badan kesatuan bangsa dan
politik.

J. rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan
olahraga; .

rencana strategis dinas kesehatan;

rencana strategis dinas pertanian;

rencana strategis dinas pekerjaan umum dan

penataan ruang;

n. rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan

permukiman dan pertanahan;

rencana strategis dinas sosial;

rencana  strategis dinas penanaman modal,

pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;

q. rencana strategis dinas pengendalian penduduk,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

r. rencana strategis dinas perikanan dan pangan;

s. rencana strafegis satuan polisi pamong praja dan
pemadam kebakaran;

t. rencana strategis dinas lingkungan hidup;

u. rencana strategis dinas kependudukan dan
pencatatan sipil;

V. rencana strategis dinas pemberdavaan masyarakal
dan nagari;

Ww. rericana strategis dinas perhubungan;

X. rencana strategis dinas komunikasi dan informatika;

V. rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil
menengah, perindustrian dan perdagangan,

z. rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan;

aa. rencana strategis dinas  perpustakaan dan
Kearsipan;

bb. rencana strategis kecamatan pantai cermin;

cc. rencana strategis kecamatan lembah gumanti:

dd. rencana srrategis kecamatan payung sckaki;

ee. rencana strategis kecamatan lembang jaya;

fi. Rencana strategis kecamatan gunung talang;

gg. rencana sirategis kecamatan bukit sundi;

hh. rencana strategis kecamatan IX koto sungai lasi;

ii. repcana strategis kecamatan kubung;

i

kk
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rencana strategis kecamatan X koto singkarak;
rencana strategis kecamatan X koto diatas;
. rencana strategis kecamatan junjung sirih;
mm, rencana strategis kecamatan hiliran gumanti;
nn. rencana strategis kecamatan tigo lurah; dan
po. rencana strategis kecamatan danau kembar.
Rencana strategis sekretariat Daersh sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran 1 yang merupakan baegian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat
Daerah sebagaimana dimeksud pada ayat (1) huruf b




(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

[15)

tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan ian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. -
Rencana strategis inspektorat Daerah sebagaimana
d.lmnlf.sud pada ayat (1) huruf ¢ tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan
pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
Rencana strategis badan keuangan Daerah sebagaimana
ti::laifsud vpada ayat (1) huruf e tercantum dalam
. piran V yang merupakan ian tideak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini. e =
Rencana  strategis badan  pendapatan  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf { tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis badan kepegawaian, dan
pengembangan sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dar Peraturan Bupati ini.

Rencana swategis badan penanggulangan bencana
Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf h
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraruran Bupati ini.

Rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan
olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis dinas kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupsati ini.

Rencana  strategis dinas pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huaruf 1 tercantum dalam
Lampiran Xl yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m
tercantum dalam Lampiran XIII yvang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan
permukiman dan pertanshan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(16) Rencana strategis dinas sosial scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang




(17)

(18)

(19)

(20)

(21}

(22)

(23)

(24)

(23]

(26)

(27)

(28)

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Rencana strategis dinas penanaman modal, pelavanan
terpadu satu pintu dan tenaga kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis dinas pengendalian penduduk,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Rencana strategis dinas perikanan dan pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum
dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis satuan polisi pamong praja dan
pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Rencana strategis dinas lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada aval (1) huruf t tercantum dalam
Lampiran XX vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Rencana sirategis dinas kependudukan dan pencatatan
sipil sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf u
tercantum dalam Lampiran XXI vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraruran Bupati ini,

Rencana strategis dinas pemberdayaan masvarakat dan
nagari sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf v
tercantum dalam Lampiran XXII vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis dinas perhubungan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huraf w tercantum dalam
Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis dinas komunikasi dan informatika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum
dalam Lampiran XXIV yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah,
perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXV
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Rencana strategis strategis dinas pariwisata dan
kebudavaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z
tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis dinas perpustakaan dan kearsipan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum
dalam Lampiran XXVII vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.
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(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

Rencana strategis kecamatan pantai cermin sebagaimana
f;x;alfsud pada H&yat (1) huruf bb tercantum dalam
piran  XXVIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana  strategis kecamatan lembah gumanti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum
dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak
it:rpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

encana  strategis  kecamatan  payung  sekaki
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf dd tercantum
dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis kecamatan lembang jaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam
Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Rencana strategis  kecamatan gunung  talang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff tercantum
dalam Lampiran XXXII vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Rencana strategis kecamatan bukit sundi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf tercantum dalam
Lampiran XXXIlIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Rencana strategis kecamatan [X koto sungai lasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh tercantum
dalam Lampiran XXXIV vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Rencana strategis kecamatan kubung secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i rtercantum dalam
Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis kecamatan X Kkoto singkarak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj tercantum
dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis kecamatan X koto diatas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf kk tercantum dalam
Lampiran XXXVII vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis kKecamatan junjung sirih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 11 tercantum dalam
Lampiran XXXVIIl wvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana strategis kecamatan  hiliran gumanti
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf mm
tercantum dalam Lampiran XXXIX vang merupakan
bagian ridak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Rencana stralegis kecamatan tigo lurah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufl nn tercantum dalam
Lampiran XL vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

-..1




(42) Rencana  strategis kecamatan danau  kembar

(1)
(2)

(3]

(1)

(2)

(3]

(4}

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo tercantum

dalam Lampiran XLl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan
cvaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra
F-:::r&ngkat Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diserahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang
menyvelenggarakan . uruaa&'l pemerintah  dibidang
perencanaan, elitian dan mbanga
diverifikasi. == ik =
Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perangkat Daerah dapat melakukan perubahan terhadap

Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi vang dirumuskan tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan vang mendasar.

Dalam rangka efekuvitas, perubahan Renstra Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan

huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku

Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

Perubahan vang mendasar sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam,

goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangpuan  keamanan, pemekaran  daerah, atau
perubahan kebijakan nasional.

Perubahan Renstra Perangkar Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam

penvusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2021 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlalku.




Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2005
BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 215
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,
dto
MEDISON
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 2zl

Salinan sesuai dengan aslinyva
KEPALA BAGIAN HUKUM,




KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, karena atas limpahan rahmat dan kurnia Nya, sehingga
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra SKPD) adalah dokumen
Rencana Strategis dengan waktu lima tahun yang disusun oleh
SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Fungsi
Renstra SKPD adalah pedoman oleh SKPD dalam pelaksanaan
program/kegiatan selama lima tahun dan mengacu pada
RPJMD Kabupaten Solok.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari
kesempurnaan karena masih banyvak terdapat kekurangan,
untuk itu dengan kerendahan hati demi lebih sempurnanya
penulisan ini, kiranya dapat diberikan sumbang-saran positif
dari berbagai pihak.

Penulisan Renstra ini tidak terlepas dari partisipasi serta
dorongan moril dari segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang mulai dari pejabat Eselon II, III, IV
maupun staf. Akhirnya, mudah-mudahan Renstra ini dapat
menjadi pedoman dan arahan dalam melaksanakan tupoksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk lima tahun
dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, Aamiin.

NIP. 1971 120 199703 2 006
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LAMPIRAN Xliit

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR: 18 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra-PD) yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra
PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi
Kepala Daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-
masing OPD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
(Renstra- OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk
periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin
adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program
dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan
program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif
dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan
masyarakat Kabupaten Solok, memperkuat landasan
penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara
kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Sistematis dan berkelanjutan Rencana Strategis
(Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan
dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang memiliki nilai strategis dan penting,
diantaranya:

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen
yang menjadi pedoman OPD selama 5 (lima) tahun, sebagai
penjabaran dari RPJMD.Rencana Strategis (Renstra)
merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam
penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) OPD. Rencana
Strategis (Renstra) merupakan alat atau instrumen
pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) OPD dan
Bappeda agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah
dan tahunan daerah, mengarah pada pencapaian visi, misi,
tujuan, sasaran sesuai RPJMD.




Rencana Strategis (Renstra) menjadi alal atau
instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala
Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan
kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsi OPD

Fungsi dan manfaat dari perencanaan pembangunan
Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders, sebagai penuntun arah, minimalisasi
ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber daya,
penetapan standar dan pengawasan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Solok disusun
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang paling
sedikit memuat informasi analisis gambaran umum kondisi
daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan
permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen
perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis. Secara
garis besar proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Solok dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra-PD
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PERSLAPFAMN FEN-\'UEUNAN

| .i;ﬂmilm

PENYI..TSUNAH RANCANGAMN AWAL

PENYUSUMAN RANCANGAN

PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
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Sumber: Permendagri No.86 Tahun 2017

Keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok
dengan RPJMD Kabupaten Solok tergambar dari arah
kebijakan RPJMD Kabupaten Solok yang dituangkan melalui
program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Solok dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
kedepan (2025-2029). Program dan kegiatan ini kemudian
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas
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Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok
setiap tahunnya. Dengan demikian penyusunan Renstra
ditujukan untuk menjawab sasaran dan tujuan RPJMD
melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana
dijabarkan pada Renja PUPR.

Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Solok disusun dengan mempedomani dokumen-
dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional,
provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar
dokumen perencanaan tersebut akan mendukung
tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah.
Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat
dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini;

Gambar 1. 2
Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya

F_ln'ﬂ..h:“'t
AHEED

Planning (UU SPPN) Budgeting (UU Kau)
Sumber: Permendagri No.86 Tahun 2017

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok
Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4., Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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10.

11,

12.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-undang Nomor 51 tahun 2024 tentang
Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6972)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Undang-undang Nomor 51 tahun 2024 tentang
Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6972);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok ke Kayu Aro-
Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung
Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

b ;




13.

14.

15.

16.

B

18.

19.

20.

Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6633);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111
tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang I-5 Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
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21,

22,

23.

24.

25.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

Tahun 2019 Nomor 1447)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Solok Tahun 2012- 2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok
Nomor 52);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029.Peraturan
Bupati Solok Nomor 31 tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud

Penyusunan  Rencana Strategis Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Solok Tahun 2025- 2029 dimaksudkan wuntuk
memberikan arahan dan pedoman bagi aparatur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Solok dalam melakukan kegiatan
pembangunan daerah.

Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Solok Tahun 2025-2029 penjabaran dari misi Kepala
Daerah terpilij dalam mendukung sasaran daerah
yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok
Tahun 2025-2029, selain itu Renstra juga memiliki
tujuan antara lain sebagai berikut adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
serta selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan perangkat daerah untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan
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BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam
melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
perangkat daerah;

3. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Solok yang merupakan dokumen
perencanaan perangkat daerah tahunan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Tahun 2025-2029, terdiri

dari 5 (lima) Bab yaitu:

PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang,
Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan, dan
Sistematika penulisan

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS DPUPR

1. Memuat informasi gambaran pelayanan Dinas PUPR
tentang tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah,
sumber daya Dinas PUPR, informasi tentang Kinerja
Layanan dan Kelompok Sasaran Layanan.

2. Memuat tentang identifikasi Permasalahan dan Isu
Strategis Dinas PUPR.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
jangka menengah perangkat daerah.

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program dan kegiatan, subkegiatan,
indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.

PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
berdasarkan urusan pemerintahan daerah.




BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS DPUPR

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DPUPR
2.1.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR DPUPR

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 31
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dijelaskan bahwa tugas, fungsi dan
struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Solok sebagai berikut: Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Penaata Ruang yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan administrasi DPUPR; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Dalam struktur Organisasi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan
administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan,
urusan perencanaan, urusan evaluasi, monitoring dan
pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian
penyusunan rencana dan program kerja dinas;
b. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja,
laporan kinerja individu dan perjanjian kinerja dinas;
c. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran,
rencana tindaklanjut, rencana kebutuhan Barang
Milik Daerah, pengadaan dan pemeliharaan,
d. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah,
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran
Dinas;
g. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha,
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kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan,
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

h. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
lingkup Dinas;

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas
pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Dinas;

k. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dan laporan
pertanggungjawaban Dinas;

. Pengoordinasian penyusunan laporan fisik keuangan
Dinas;

m. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Dinas; dan

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari satu subbagian yaitu Sub Bagian

Umum yang mempunyai tugas melaksanakan urusan

tata usaha, rumah tangga, kehumasan, protocol, dan

ketatalaksanaan serta kepegawaian. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subbagian
umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

a) Pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;

b) Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan, dan
kebersihan;

c¢) Pengelolaan wurusan kerja sama, hubungan
masyarakat dan protokol;

d) Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan
ketatalaksanaan,;

¢) Penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas dan
rencana pemeliharaan barang dinas;

f) Penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan dan penyesuaian tuntutan ganti
kerugian Daerah;

g) Penyusunan laporan dan pendokumentasian
kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan

h) Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-
undangan.

Bidang Sumber Daya Air

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan

pengendalian di Bidang Sumber Daya Air Dalam
melaksanakan tugas tersebut Bidang Sumber Daya Air
mempunyai fungsi :

a. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber
daya air dan rencana pengcloalaan sumber daya air
pada wilayah sungai,

b. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan
terencana penglolaan sumber daya air pada wilayah
sungai,
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¢. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air
dan terencana penglolaan sumber daya air pada
wilayah sungai

d. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan
terencana penglolaan sumber daya air pada wilayah
sungai

e. Pelaksanaan pemantauan danevaluasi
penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan
sumber daya air dan terencana penglolaan sumber
daya air, dan

f. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh pimpinan
sesuali dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

4. Bidang Bina Marga

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
bimbingan teknis, pembangunan / peningkatan jalan dan
jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Bina Marga

mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan  koordinasi, pemrograman  dan
perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem
jaringan jalan dengan sistem moda trasportasi
bersama instansi terkait;

b. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan,
penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian

¢. Pelaksanaan pembangunan  dan preservasi
jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;

d. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik

fungsi,audit keselamatan jalan dan jembatan serta
leger jalan;

e. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya Mempunyai Fungsi: _

a. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman dan
Kawasan Strategis;

b. Penyelenggaraan Bangunan Gedung  untuk
kepentingan Strategis ; _

c. Pengelolaan dan Pengembangan system drainase
yang terhubung dengan sungai lintas daerah
kabupaten /kota ;

d. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungan dikawasan strategis dan penataan
bangunan dan lingkungannya di lintas daerah ;

e. Pengolahan dan pengembangan Sistem Pengelolaan
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
lintas daerah Kabupaten/Kkota ;

f. Pengembangan system dan pengelolaan
Persampahan Regional ; .

g. Pengelolaan dan pengembangan system air limbah
domestic regional




h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengun unit
kerja instansi lembaga atau pihak ketiga dan
pembinaan dibidang layanan jasa kontruksi; dan

i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan
atasan.

6. Bidang Tata Ruang

Mempunyai tugas merencanakan, memanfaatkan,

mengawasi dan mengendalikan penataan ruang serta

penerangan jalan umum

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan bidang tata ruang;

b. Perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang;

c. Pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitasi
bidang tata ruang;

d. Penyelenggaraan perencanaarn, pemanfaatan,
pengawasan, dan pengendalian tata ruang serta
penerangan jalan umum;

e. Penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan

ruang terbuka hijau dan pertanaman ;

Pengendalian dan evaluasi bidang tata ruang;
Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan
atasan.

m ™

7. UPTD Pengendalian mutu dan laboratorium (Labor)

UPTD ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum yang fungsinya :

a. Penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan teknis
pelaksanaan tugas di UPT Pengendalian Mutu

b. Pelaksanaan pemberian arahan kepada bawahan
terkait pelaksanaan pengujian dan pengendalian
mutu

c. Pelaksanaan penelitian dan pengujian terhadap mutu
bahan/material tanah, jalan, gedung, jembatan dan
pengairan.

d. Pelaksanaan penelitian laporan pengujian dan
penelitian yang telah dilaksanakan dari peke;jaan
bidang Gedung, jalan dan jembatan serta pengairan

e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan instansi
lain terkait dengan pelaksanan pengujian dan
pengendalian mutu kegiatan.

8. UPTD ALKAL

UPTD ALKAL mempunyai fungsi : ‘

a. Penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis
pelaksanaan tugas bidang peralatan dan perbekalan

b. Pelaksanaan pemeliharaan perbaikan peralatan

c. Pelaksanaan pengaturan tata cara penggunaan
peralatan

d. Penyelenggaraan pengawasan terhadap tata cara
penggunaan peralatan

e. Pelaksanaan pengawasan alat dengan pihak yang
memerlukan penyewaan alat berat




Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata kerja DPUPR dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
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Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Solok
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2.1.2 SUMBER DAYA PUPR

A. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber
daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu, pendidikan,
keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Berdasarkan Bezetting
bulan Mei 2025, Jumlah Sumber Daya Manusia di DPUPR sebanyak
199 (Seratus Sembilan puluh sembilan) orang dengan rincian 82
(Delapan puluh dua) orang ASN dan 117 (Seratur Tujuh Belas) orang
non ASN (Tenaga Harian Lepas). Lebih rinci, aparatur DPUPR
berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Menurut Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH ORANG (%)
1 Perempuan 32 44,00
2 Laki-Lald 50 56,00

Jumlah 82 100

Sumber: Bezzeting DPUFR Kab. Solok (2024)

Aparatur DPUPR jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah
aparatur laki-laki berjumlah 50 orang atau 56,00% dan perempuan
sebanyak 32 orang atau 44,00% dari total aparatur yang ada. Kondisi
ini dapat disebabkan oleh kondisi kerja di DPUPR yang membutuhkan
tingkat mobilitas dalam melakukan survey lokasi dan monitoring hasil
pekerjaan. Selain itu dalam menyusun dokumen perencanaan
perangkat daerah diperlukan ketelitian yang pada umumnya diminati
oleh kaum perempuan.

Sedangkan jumlah Aparatur DPUPR berdasarkan golongan dapat
dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jumlah ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menurut
Golongan
NO GOLONGAN JUMLAH ORANG (%)
1 AY 8 9,88
2 Im 63 76,594
3 Il 10 12,32
4 l 1 1,23
Jumlah 82 100

Sumber: DUK DPUPR, Mei 2025

Selain jenis kelamin dan golongan, data lain yang h_arus
dijadikan dasar penempatan aparatur adalah tingkat penldldﬂ{an.
Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran
tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki
oleh ASN. Adapun jumlah aparatur DPUPR berdasarkan tingkat
pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3.
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Tabel 2.3
Jumlah Pegawail Dinas PUPR Menurut Tingkat Pendidikan

NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH ORANG %)
1 [sD 1 2,00
2 |SLTP 0 0
3 [SLTA 22 4,00
4 IESJARJANA MUDA (DIII) 3 10,00
5 [DIPLOMA (DIV) 11 8,00
6 [SARJANA (S1) 34 70,00
7 |[PASCA SARJANA 11 6,00

Jumlah 82 100

Sumber: Bezetting DPUPR Mei 2025

Selain jenis Berdasarkan Tabel 2.3 diatas menjelaskan bahwa
Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Solok merupakan ASN yang berpendidikan baik dengan komposisi
Pendidikan (DIII) 3 orang, (DIV) 11 orang, (S1) 34 orang, dan (S2) 11
orang. Dapat dilihat juga bahwa Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Solok didominasi Sarjana (S1 ).Aparatur
Sipil Negara (ASN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Solok Berdasarkan masing-masing bidang
ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok
terbagi menjadi 7 (Tujuh) kelompok sebagaimana data pada Tabel 2.4
berikut:

Tabel 2. 4
ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok

Berdasarkan Jumlah ASN Bidan
NO BIDANG JUMLAH ORANG (%)
1 [SEKRETARIAT 11 12,4
2 |BIDANG BINA MARGA 20 28,2
3 IDANG SUMBER DAYA 19 21,0
4 17 18,5
5 IDANG CIPTA KARYA 8 12,3
6 IDANG TATA RUANG 3 3,9
PTD Pengendalian Mutu
7 |dan Labolatorium 4 4.7
UPTD ALKAL
Jumlah 82 100

Sumber: Bezzeting PUPR Kab.Solok (2024)

B. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mencapai kinerja yang optimal, keberadaan
sarana dan prasarana yang memadai merupakan elemen pendulkung
yang sangat penting. Sarana dan prasarana berfungsi sebagai alat
bantu fisik dan infrastruktur dasar yang menunjang kelancaran
pelaksanaan program dan kegiatan. Tanpa dukungan !‘asi!itas yang
memadai, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tidak akan
berjalan efektif dan efisien.

Sarana dan prasarana memungkinkan peningkatan ku.a.lit.?s
pelayanan,  mempercepat  proses kerja, serta menjamin
keberlangsungan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, investasi pada sarana dan prasarana bukan hanya
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kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi prasyarat strategis dualam
mewujudkan capaian kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, baik
bergerak maupun tidak bergerak. Lebih jelas kondisi sarana dan
prasarana dpupr saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.5
Daftar Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas PUPR
No | Jenis Barang ]umlah Sondi!
Barang | Baik| RR| RB
1 | Alat Berat 17 v |
2 | Electric Generating Set Lain-lain 1 v
3 | Pipe Locator 1 v
4 | Bus/ Mini Bus Penumpang 9 v | v | ¥
5 [Truck 3 v
6 | Sepeda Motor 33 | | e
7 | Peralatan Labor 91 v | v | v
8 | Global Positioning System (GPS) 11 v o | W
9 | Lemari Penyimpan 51 v v | v
10 | Mesin Tik 5 v v | v
11 | Kalkulator g v
12 | Lemari Kayu 6 v |
13 | Filing Cabinet Besi (Lemari Besi) 24 v
14 | Kursi Tamu 4 v
| 15 | Sofa 1 v
16 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 v
17 | Mesin Pemotong Rumput T v
18 | Lemari Es 2 v v
19 | A.C. Split 1 v
20 | Kipas Angin 5 v
21 | Televisi 3 v v
22 | Sound System 6 v
23 | Microphone 1 v
24 | Tustel 2 v
25 | Tangga Aluminium 1 v
| 26 Dispenser 5 v
27 | Handy Cam 2 v v
28 | Gordyin/Kray 2 v
29 | Meja Kerja Pejabat Eselon I1-IV 25 v
30 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 73 v
31 | Meja Rapat Pejabat Eselon III 25 v
32 | Kursi Kerja Pejabat Eselon 11-111 7 v
33 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 121 v v
34 guI;']si Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon 22 f
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35

Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II

36

Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis

105

37

Buffet Kaca

38

Audio Mixing Console
(Proyektor+Attachment)

39

Uninterruptible Power Supply
(UPS)

40

Drone DJI Phantom 4 Pro

41

Camera Electronic

ALY

42

Rambu/Bak Ukur

43

Facsimile

Antene SHF Stationary

45

Genset

Hand Compression Falker

47

Drill Machine

48

Concreta Mixer /Penumbuk Beton

Abration Machine

50

Prganic Impuris Test Set

51

Slump Test Set

52

Cbr Lab. Set C1.284

53

Sample Spliter Set Cl.284

54

Sieve

55

Diract Shear

56

Modified Field Compaction Mold

57

Aggregates

o e - T S S o ] S S S U )

58

Penetrasi Asphalt (Universal
Penetrometer)

Y

59

Air Compressor (Alat Laboratorium
Mekanika Tanah
Dan Batuan)

L SRR CCCCAAS SR RRIRIRIRIRIS| &) S(8[8][8

Alat Lab Mekanik tanah Lain-
Lain

Engine Dinamo Meter

Torque Wrench With Socket Head

Speed Tester

Manometer

Water Absorb Tester

Stabilizer

Specific Grafity Botle

Hydrolic Lab Press

Centrifuge Electric

Reagent Aplication Device (Micro And Linier
Stripper)

Hand Drill

Penetrometer (Alat Laboratorium Pertanian)

Personal Computer

B o || W ==y === i

Q] S8 SCRISCRIRIRISISIS) S
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Unit Ekstraksi

Sieve Shaker (Alat Laboratorium
Oceanografi)

Diamond Saw

Triple Beam Balance

Meja Kerja

Specific Gravitometer

Platform Scale
Laboratory Tool)

(General

Balance Weight Set

Theodolite (Peralatan Hidrologi)

Air Compressor (Alat Laboratorium Kualitas
Udara)

Multd Tester

Layar Proyektor

Mesin Absen (Time Recorder)

Hlwirl R - (Rl w] w (-

P.C Unit

bd
[+ 2]

Lap Top, Note book, Tablet PC

3
A SAY

t Sheet Feeder

Ploter

Printer

1
1
4

92

Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)

CCORCICICIRISIS] SISIS] SISSISIS] S8
<

1

Sumber: Rekapitulasi Asset Dinas PUPR Kab. Sclok (2024)

Keberadaan sumber daya manusia serta sumberdaya sarana
dan prasarana di DPUPR dapat menunjang kinerja, sebaliknya jika
tidak terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang
akan memperlambat tercapainya kinerja. Adapun kekuatan dan
kelemahan DPUPR berdasarkan sumberdaya yang ada dapat dilihat
pada Tabel 2.5.

Tabel 2.6

Rekapitulasi Sumber Daya DPUPR Tahun 2025

ean——

1. Sumber Daya Manusia

a.Berdasarkan jenis
kelamin

Beberapa tugas tertentu
lebih membutuhkan

membutuhkan aparatur
perempuan

aparatur laki-laki tetapi juga

Jumlah aparatur laki-laki
lebih banyak daripada
perempuan

b.Berdasarkan
golongan

Aparatur Dinas PUPR

didominasi oleh Golongan III,
sehingga secara kemampuan

dalam menjalankan Tusi seperti bendahara, operator

DPUPR cukup baik komputer dan lainnya
masih kekuarangan
personil

Aparatur DPUPR golongan
11 sudah tidak ada, sehingga
untuk pekerjaan teknis
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lc. Berdasarkan Aparatur DPUPR didominasi | DPUPR membutuhkan
tingkat oleh lulusan S1, sehingga aparatur dari semua
pendidikan mempunyai kemampuan klasifikasi pendidikan

yang cukup baik dalam untuk menunjang
menjalankan tusinya pelaksanaan tusinya,
sementara saat ini aparatur
yang ada belum memenuhi
semua klasifikasi
pendidikan yang
dibutuhkan, kalaupun ada
jumlahnya masih sangat
terbatas

2 Aset Sudah tersedia sarana dan Beberapa sarana dan
prasarana untuk menunjang| prasarana masih kurang,
pelaksanaan tusi seperti kendaraan
operasional dan ada
beberapa yang sudah dalam
kondisi rusak

Sumber : Tim DPUPR
2.1.3. Kinerja Pelayanan DPUPR

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah di Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok mencakup berbagai aspek. Bertanggung jawab atas
perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi program Kkerja
sesuai dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP), Indikator Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Indikator Per-Urusan
sebagai berikut:

2.1.3.1 Capaian Kinerja Indikator Utama Pembangunan

Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum
Perpipaan Akses rumah tangga terhadap air minum merujuk pada
ketersediaan dan kemudahan rumah tangga dalam mendapatkan air
minum yang aman dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk sumber air, jarak
tempuh ke sumber air, dan kualitas air yang dihasilkan.

Akses terhadap air minum dipenuhi melalui Jaringan Perpipaan
(JP) dan Jaringan Bukan Perpipaan (BJP). Akses BJP dipenuhi dari
sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal
air dan bangunan penangkap mata air. Sedangkan akses JP dipenuhi
dari sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh PDAM dan
Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan air Minum (KPSPAM) yang
dibentuk melalui Program Pamsimas. Pemenuhan akses rumah tangga
terhadap air minum dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.7.
Pemenuhan Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum di Kabupaten
Solok Tahun 2024

| -_ iu
' Lembah Gumanti

4587 12317|
1.242 1.440 499 |

bt "




' Danau Kembar 4.861 ]
5  Kubung | 19102 7.072 9.641 2.389
' 6 | Tigo Lurah 3.437 267 2.212 958
7  Junjung Sirih 4.043 2184 1681 178
8 Hiliran Gumanti 5.582 3.128 1.963 491
9  Lembang]aya 9.398  4.570 3.572 1.256
10 | Pantai Cermin 7.399 | 1.536 5.046 817
11 | Bukit Sundi ~ | B622] 2545, 4713 1364
12 | IX Koto Sungai 3.595 356 2.148 - 1.091
Lasi |
13 '!G.unung_ Talang 17.802 9,655 6.089 2.058
14 | X Koto Diatas 6.480 1.008  3.799 1.673
Total 126906  42.975 65.311 18.620
Persentase 33,86 51,46 14,67
JP/BIP (%) =13 j 85,33 14,67

Sumber: Laparan SPM Dinas PUPR Kab. Solok (2025)

Akses rumah tangga terhadap air minum 85,33 persen yang
terdiri dari 33,86 persen layanan JP dan 51,46 persen layanan BJP.
Sedangkan 14,67 persen belum terlayani dan tersebar di seluruh
kecamatan di Kabupaten Solok.

Akses JP tertinggi di Kecamatan Gunung Talang sebanyak 9.635
KK, didukung oleh tujuh sumber air baku yaitu Mata Air Tabek
Dangka (lokasi di Nagari Talang dan Nagari Cupak), Mata Air Ampaleh,
Mata Air Batu Jarang, Mata Air Batu Karuik, Mata Air Abuih, Mata Air
Bukit Gompong dan Mata Air Sungai Dareh dengan total kapasitas air
baku sebesar 2.115 liter per detik. Akses BJP tertinggi di Kecamatan
Lembah Gumanti sebanyak 12.317 KK, disini juga terdapat dua
sumber air baku yaitu Sungai Hiliran Gumanti dan Sungai Batang Hari
dengan kapasitas air baku sebesar 1.200 liter per detik. Masyarakaif
yang belum mendapatkan layanan air minum terbanyak juga di
Kecamatan Lembah Gumanti yaitu sebanyak 2.746 KK. Kondisi ini
menunjukkan kapasitas air baku yang besar di Kecamatan Lembah
Gumanti belum bisa memenuhi kebutuhan air minum masyarakat
yang disebabkan karena keterbatasan sistem, dan jarak sumber air
baku yang jauh dari permukiman.

Pemenuhan layanan air aman diindikasikan dengan akses
terhadap air minum jaringan perpipaan. Berikut data layanan JP
selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.1.
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Grafik 2.1.
Akses Jaringan Perpipaan Air
Minum Kabupaten Solok Tahun
2020-2024
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Sumber: Data Diolah Dinas PUPR Kab. Solok (2024)

Pemenuhan layanan Terjadi peningkatan akses jaringan
perpipaan yang cukup signifikan pada tahun 2024, ini
disebabkan karena dilakukannya update data melalui review
Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
Kabupaten Solok. Selain itu, pada tahun 2024 Kabupaten Solok
mendapat bantuan sebanyak 1973 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh tiga) sambungan rumah melalui Program Instruksi
Presiden Air Minum Perkotaan untuk peningkatan dan perluasan
SPAM IKK Gunung Talang dan SPAM IKK Junjung Sirih. Selain
itu, penambahan jaringan PDAM juga berasal dari peningkatan
SPAM IKK Saniang Baka yang juga didanai melalui APBN, sisanya
penambahan jaringan PDAM berasal dari kegiatan PDAM itu
sendiri. Program Pamsimas juga memberikan dukungan yang
cukup signifikan terhadap penambahan sambungan rumah (SR)
air minum. Pada tahun 2024 dilakukan pemasangan sambungan
rumah di enam lokasi yaitu di Jorong Lubuk Pulai Nagari Sirukam
sebanyak 104 SR, Jorong Taratak Tangah Nagari Alahan Panjang
125 SR, Jorong Pasa Nagari Sungai Nanam 85 SR, Jorong Hilie
Banda Nagari Panyakalan 87 SR, Jorong Taratak Jarang Nagari
Talang babungo 85 SR dan Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung
Bingkung 47 SR.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Solok tahun 2012- 2031,
terdapat lima sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh
PDAM di wilayah perkotaan, vaitu SPAM IKK Lembah Gumanti,
SPAM IKK Gunung Talang, SPAM IKK Kubung, SPAM IKK Bukit
Sundi dan SPAM IKK X Koto Singkarak. Berikut data lengkap
layanan PDAM di wilayah perkotaan pada grafik 2.2 .
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Grafik 2.2
Akses RT Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum
PDAM Kabupaten Solok Tahun 2020-2024
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Sumber: Data Diolah Dinas PUPR Kab. Solok (2024)

Berdasarkan RTRW Akses rumah tangga perkotaan terhadap
sumber air minum PDAM selama lima tahun terakhir berfluktuatif.
Selama tiga tahun pertama terjadi peningkatan akses 5,49 persen,
namun pada tahun keempat mengalami penurunan 8,77 persen.
Penurunan layanan disebabkan karena fluktuasi debit sumber air
baku, minimnya peremajaan jaringan distribusi dan instalasi
pengolahan air yang mengakibatkan terjadi kerusakan pada sistem
pengolahan air yang sudah ada sebagai akibat dari usia pakai yang
sudah lama karena rata- rata unit pengolahan air diba.ngun antara
tahun 1982-1999. Kerusakan unit pengolahan dan jaringan
perpipaan mengakibatkan tingginya tingkat kehilangan air.
Disamping itu kurangnya pemeliharaan dan kesadaran masyarakat
dalam menjaga fasilitas air bersih juga menjadi penyebab
rendahnya layanan air minum perpipaan.

2.1.3.2 Capaian Kinerja Per Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
merupakan usaha pemerintah dalam penyediaan infrastruktur
yang memadai dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya
tampung wilayah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan
Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat menyatakanbahwa perencanaan pembangunan
infrastruktur ~ merupakan  proses menentukan  tahapan
pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan
pengembangan wilayah yang dilakukan berdasarkan Rencana
Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang mengacu pada Rencana
Tata Ruang.

Pengembangan wilayah bertujuan untuk mewujudkan
keterkaitan (linkages) antar wilayah. Strategi ini dapat diwujudkan
dengan mengembangkan keterkaitan fisik antar wilayah melalui

[
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pembangunan berbagai infrastruktur fisik seperti jaringan jalan,
jaringan komunikasi, dermaga dan lain-lain. Secara ekonomi
makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi
marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks
ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur
berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Kwik Kian Gie,
2002). Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan
kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam
peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga
kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan
kemakmuran masyarakat dan terwujudnya stabilitas makro
ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit,
dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Begitu banyak dan
besarnya peran infrastruktur sehingga dalam sebuah studi yang
dilakukan di Amerika Serikat (Aschauer, 1989 dan Munnell, 1990)
menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi
Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60
persen (Suyono Dikun, 2003). Untuk Kabupaten Solok,
ketercapaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang dijelaskan pada Tabel 2.8

Tabel 2.8
Perkembangan Indikator Urusan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok

Tahun 20

Persentase luas layanan
L | irigasi multi komoditas 74,85
Persentase peningkatan

- g iy layam | 40,77 | 46,99 | 53,21 | 50,03 | 85,33

minuin

Persentase peningkatan
rumah tangga yang

nempati hunian dengan
akots menitasi (air lmbah | 50,36 | 47,63 | 57,28 | 59,75 | 56,70

domestik layak)

Persentase peningkatan
rumah tangga yang
menempati hunian

dengan akses sanitasi (air 495 | 2,45 | 5,63 4,79 4,90
limbah domestik aman)

Persentase bangunan
gedung dalam kondisi baik 48,00 | 55,50 | 52,00 | 53,03 | 54,18

Tingkat kemantapan jalan 59,41 | 59,89 | 62,99 | 63,84 | 63,95

kabupaten

Persentase _ _tcngga

konstruksi kualifikasi ahli 17,26 | 25,68 | 12,14 | 66,16 | 56,23
Ketaatan terhadap RTRW 50,00 |75,00 | 81,40 | 90,60 | 92,41
(Persen)

P .




Persentase peningkatan
perlindungan kawasan
permukiman rawan banjir

- 25,00

10

Persentase Persentase

kawasan dari abrasi dan
banjir rob

peningkatan perlindungan - - - - 33,33

11

Persentase cakupan
drainase dalam kondisi baik - - - -

12

Persentase penataan
Bangunan dan lingkungan - - = %

NA

13

Persentase Penyelesaian
kasus pelanggaran
pemanfaatan ruang

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka dan DPUPR Kab. Solok (2025)

Daerah irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi,
dioperasikan dan dipelihara pada tahun 2024 seluas 16.287,11
Hektar atau 52,30 persen. Layanan ini relatif mengalami
penurunan selama lima tahun terakhir. Penurunannya sangat
signifikan mencapai 22,60 persen atau 7.037 Hektar dari 31.139
Hektar. Kondisi ini dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat
produktivitas sektor pertanian sebagai sektor unggulan di
Kabupaten Solok.

Penurunan layanan irigasi disebabkan karena belum
optimalnya pemeliharaan, usia pakai yang sudah cukup lama dan
terjadinya bencana longsor dan gempa. Kondisi tersebut
mengakibatkan terjadi kebocoran dan ambruknya saluran.

Pemenuhan terhadap kebutuhan air minum merupakan
salah satu standar pelayanan minimal pekerjaan umum. Air bersih
terdiri dari air minum layak dan air minum aman. Air minum layak
adalah air yang berwarna jernih, tidak berbau, rasanya tawar, dan
tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Sementara itu, air
Minum aman adalah air layak yang bebas dari sumber pencemaran
berupa binatang yang membawa penyakit, logam atau bahan kmua
lainnya. Jika prasyarat air minum layak dan aman tidak terpenuhi
maka akan mendatangkan penyakit terutama diare yang
merupakan penyebab kematian ketujuh terutama pada anak-
anak.

Rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih tahun
2024 di Kabupaten Solok mencapai 85,33 persen, atau mengalami
peningkatan sebesar 44,56 persen dari tahun 2020. peningkatan
layanan ini didukung oleh PDAM dan program Pamsimas serta
adanya swadaya masyarakat. Dibeberapa tempat pemenuhan air
minum agak terkendala karena tidak terdapat sumber air
permukaan (air sungai dan mata air), sementara untuk sumber air
tanah membutuhkan anggaran operasional yang cukup besar
sehingga sering terkendala dalam keberlanjutan fungsinya. Kon!;ur
daerah yang berbukit dan jarak antara rumah yang aahqg
berjauhan juga menjadi kendala dalam pengembangan sistem air
minum khususnya air minum perpipaan di Kabupaten Solok.
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Selain air bersih, standar pelayanan minimum pekerjaan
umum adalah akses terhadap sanitasi yang layak dan aman.
Sanitasi dikatakan layak jika rumah tangga atau masyarakat
memiliki fasilitas sanitasi sendiri atau bersama, dengan bangunan
atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan
bawahnya menggunakan tangki septik individual atau komunal
yvang tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik
(SPALD). Tahun 2024 telah terpenuhi layanan sanitasi layak di
Kabupaten Solok sebesar 56,70 persen. angka ini mengalami
penurunan sebesar 3,05 persen dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Hal ini terjadi karena terjadi perubahan variabel
dalam perhitungan, semula 3 KK sama dengan 1 Rumah namun
berdasarkan database SPM diganti menjadi 1 KK sama dengan 1
rumah. Sementara sanitasi aman masih di angka 4,90 persen,
karena ketersediaan fasilitas penunjang yang sangat terbatas,
seperti tidak semua sarana jamban yang dilengkapi dengan septik
tank, terbatasnya mobil tinja, belum dibangun IPLT, serta
kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menjaga
kesehatan lingkungannya.

Kondisi bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Solok
dalam kondisi baik tahun 2020 masih di angka 48,00 persen dan
tahun 2024 meningkat menjadi 54,18 persen, namun masih lebih
rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai angka
55,50 persen, Penurunan kondisi bangunan gedung ini disebabkan
karena masih terdapat gedung- gedung yang sudah tua yang perlu
diperbaiki bahkan diganti dengan gedung baru khususnya kantor-
kantor Camat. Disamping itu, lingkungan gedung pemerintah pun
belum tertata dengan baik seperti penyediaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) di masing-masing kantor dan tempat parkir.

Infrastruktur jalan berpengaruh cukup signifikan terhadap
perkembangan Kabupaten Solok, baik secara ekanﬂmi,1maupun
untuk pengembangan wilayah. Wilayah dengan potensi sumber
daya alam yang baik dan didukung oleh infrastruktur jalan yang
baik mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang lebih
tinggi dan lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum N_o_mcr
13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliha;aan dan Penilikan
Jalan pada Bab VII Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Pasal
15 dinyatakan ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang atau
disebut jalan mantap. Berdasarkan peraturan tersebut makaf
kondisi jalan mantap Kabupaten Solok mempakan_ ka_llc}ﬂam
panjang jalan kondisi baik dan sedang terhadap panjang jalan
kewenangan kabupaten. Kondisi jalan mantap fn&mpakan
indikator kinerja yang harus dipenuhi oleh dinas pekerjaan umum
sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tglhun 2021 yang
menyatakan indikator Jalan Mantap menjadi Tingkat Kemantapan
Jalan Kabupaten.

Jalan mantap terus meningkat selama lima tahun tera?hir.
Namun belum cukup optimal untuk mendukung aksesibilitas
antar wilayah. Sampai tahun 2022 tercatat infrastruktur Ja:laq
kewenangan kabupaten 1.172,51 Km, dan pada tahun 2023 terjadi
revisi menjadi 1152,99 Km dengan tingkat kemantapan 63,95

!
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persen pada tahun 2024, Peningkatan jalan mantap didukung oleh
pemeliharaan rutin dan berkala serta adanya bantuan dana
alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk menunjang
perkembangan daerah destinasi wisata dan pertanian yang pada

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
di Kabupaten Solok.

Tenaga kerja konstruksi yang terlatth di wilayah
kabupaten/kota dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator
dan teknis/analis. Dari analisis jabatan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang diketahui Kabupaten Solok membutuhkan
779 orang tenaga terlatih bersertifikat, sementara saat ini baru
terpenuhi sebanyak 438 orang, sehingga pemenuhannya baru
56,23 persen. Kinerja ini mengalami penurunan 9,93 persen dari
tahun sebelumnya, ini disebabkan karena adanya tenaga
teknis/analis yang sudah memasuki masa pensiun dan belum ada
regenerasi. Tingkat kepatuhan terhadap pemanfaatan ruang
menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap aturan tata
ruang yang kemudian dimanifestasikan ke dalam kegiatan
pemanfaatan lahan untuk rencana usaha dan/atau non berusaha.
Seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus mengikuti pola ruang
yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Solok Tahun 2012-2031.

Idealnya dalam melakukan penilaian terhadap pemahaman
kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang dapat dilihat dari
pemanfaatan lahan yang dikelola oleh masyarakat tersebut,
apakah lahan tersebut sudah memperhatikan aturan
pemanfaatan, aturan garis sempadan bangunan, garis sempadan
sungai, dan aturan lainnya yang berkaitan. Namun, dalam
menegakkan aturan tersebut, diperlukan instrumen yang dapat
berupa peta citra ataupun survei primer.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui
persentase kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang adalah
dengen cara menghitung jumlah rekomendasi izin prinsip
pemanfaatan ruang dan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan dari sekian banyak
permohonan yang dimohonkan. Jumlah tersebut setidaknya dapat
merepresentasikan masyarakat Kabupaten Solok yang melek
perizinan dan aturan tata ruang. Jumlah rekomendasi izin yang
diterbitkan pada Tahun 2022 sebanyak 102 rekomendasi dari 116
izin dengan persentase kepatuhan terhadap tata ruang sebesar
81,40 persen. Angka ini meningkat clil:}andingk.:m dengan Tahun
2021, terdapat 78 rekomendasi izin dengan tingkat kepgtuha.n
terhadap tata ruang sebesar 75 persen. Pada tahun 52{1_2_3 diproses
sebanyak 149 izin dan telah diterbitkan sebanyak 135 izin, dengan
demikian ketaatan terhadap tata ruang tercapai 90,60 persen.
pada tahun 2024 dari 145 izin yang diproses, diterbitkan sebanyak
134 rekomendasi dengan tingkat kepatuhan sebesar 92,41 persen.
Peningkatan kepatuhan terhadap tata ruang didorong oleh
sosialisasi mengenai aturan tata ruang kepada masyarakat dan
pelaku usaha oleh dinas teknis terkait.
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Indikator persentase peningkatan perlindungan kawasan
permukiman rawan banjir serta persentase peningkatan
perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob merupakan
indikator yang baru ada sejak diterbitkannya Inmendagri Nomor 2
tahun 2025. Oleh sebab itu baru dihitung kinerjanya untuk tahun
2024. Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai
(WS) kewenangan Kabupaten Solok seluas 587 hektar dan yang
sudah dilindungi dengan infrastruktur pengendalian banjir
seluas146,75 hektar. Untuk kawasan permukiman sepanjang
pantai/danau/sungai rawan abrasi di Kabupaten Solok seluas
1,5meter dan telah dilindungi oleh infrastruktur pengaman
sepanjang 0,5 meter atau 33,33 persen.

Secara umum, belum optimalnya kinerja urusan pekerjaan
umum dan penataan ruang disebabkan karena terjadinya
kerusakan struktur sebagai akibat bencana alam sehingga pada
tahun berikutnya diperlukan intervensi yang lebih besar untuk
capaian kinerja yang hampir sama dengan tahun sebelumnya.
Melihat sejarah kebencanaan di Kabupaten Solok dan
keterbatasan anggaran daerah, maka perlu diupayakan sumber
anggaran lain untuk membantu meningkatkan capaian kinerja
urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, seperti anggaran
dari APBN dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Grafik 2.3
Rasio antara Realisasi dengan Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Solok
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12008
100LO%:
i |
BO.O% = : ‘=
60.0% = b = = =
5 3
20.0% - E | |
| il BE
0.0% -
Program Program Program Program Program

penyelenggaraan Panyelenggaraan
Panunjang Pengetolaan Pengelolaan
Unisan Informasi dan
Pemerintahan

Sumber: Data Diolah Dinas PUFPR Kab. Solok (2024)

Statistik Sektoral Persandian Untuk

Grafik 2.3 menyajikan data anggaran dan realisasi pendanaan
pelayanan dari tahun ke tahun dimana rasio antara anggaran dan
realisasi penyerapan pendanaan cukup baik atau efisien. Hal ini
dikarenakan peresentase capaian Kinerja program (100%) melebihi
rata-rata persentase penyerapan anggaran (< 1(?0%]. Semua program
dan kegiatan yang ada pada indikator kinerja terlaksana dengan
capaian sesuai target. Ada 2 faktor yang menyebabkan capaian

anggaran kurang dari 100% yaitu:

V
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a. Efisiensi anggaran belanja langsung pada barang dan jasa
b. Efisiensi belanja kontrak hasil negosiasi pembelanjaan.

Secara rinci dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut
ini:
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Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Solok 2021-2024
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2.1.3.3 Capaian Kinerja LKJIP

Kinerja pelayanan DPUPR diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Tabel 4.1 Renstra DPUPR Tahun 2021-
2026, seperti terlihat pada Tabel 2.10.
TABEL 2.10
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020-2024
:3.!:.'."-I||| MRSt A calin

1 Tingkat Kemantapan % | 52,00 | 598 | 61,8 | 638 | 658 5}';“' 6034 | 62,92 | 63,84 | 62,63 (1,50 |1,53 1,38 |1,25 | 1,15

5, | Wewenangan. % | 5500 | 402 | a42 | 482 | 52,2 | 748 | 4293 | 4799 | 4898 | 52,27 [1,49 [1,53 [1,37 1,26 | 1,10

3 | mendapatkan akses % | 7825 | 78,27 | 79,27 | 80,27 | 82,27 | 3* | 7522 | 75,56 | 8313 | 85,33 (1,99 1,51 1,37 (1,39 | 1,36

4 | Tangga dengan akses | 100% 1m'%] % 0 70,27 | 71,27 | 72,27 | 73,37 | 0 | s09 | 51,18 | 5505 | 56,7 (1,09 1,00 1,00 |1,03 | 1,00
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dan Lingkungan 00 ' 53 54,00 | 405 | 555 | 5200 | 53 54,18 [1,02 (1,00 :
aerintal ondisi 100°% 55,50 | 50,00 | 52,00 00 i i ] 00 03 18 L2 11y 1,00 0,97 | 0,94
Baik
Ketaatan terhadap 80,00 | 54,00 | 55,0 | 57,00 | 91,00 5_‘;*“ 7500 | 814 | 906 | 9241 1,22 (0,92 | 1,28
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Adapun ketersediaan dan realisasi anggaran dari tahun 2021 sampai tahun 2024 untuk mencapai target kinerja Dinas
PUPR Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

TABEL 2.11 |
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOLOK S/D TAHUN 2024

PEMERINTAHAN 5358455841 17168440107 12.182. 7160501 12Nt 0e AN TTALL G207 15,967 873,070 11.550.207.642 12.180.T1034 BE42% B3 01% o4, B 94,17%

dasin | 1088

Penganggaran, dan 300.218:175 ST2TET4T5 SAT2U7.563 £00.918 650 64311500 S5 577.728.481 SEO.226.933 | BB | 94N | PTE% 94,175

Capaian Kinerja dan 125,002, 550 194 655.050 1038170 L0 A0 600 11346050 174 BIL6TE 109236404 B, S9.600,00 B9.09% LRI a5 54% 82,04%

Evaluasi Kinerja 178195635 ATE112.135 dT0iase9a 486.518.050 152.965,350 366514673 abTo207 | 460.788.532.00

F

Adminiserasi Keuangan 7.924.157.303 1.907.397.301° B407.907.422 B BGR.T 5140 7,305.340.363 T.A54IRETOR BOLG.768.343 B.ALS0T4025 96, TF% o, 3T 9a.75%

i

Penyedianm j':l'!ldm R pp— 15420752 B.813.540.924 7M1, 108,163 7110708 TOS0.043.393 | B.I5R5346T5 a6 | g4 95.71%
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2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Solok mencakup Pembangunan
Infrastruktur yang sasaran utamanya adalah meningkatkan
kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan melalui
pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan, efisien dan
berkesinambungan. Beberapa Kelompok sasaran layanan PUPR:

a. Masyarakat
Pembangunan  infrastruktur PUPR  bertujuan  untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti akses
terhadap air bersih, sanitasi, jalan, jembatan, dan permukiman

yang layak huni,

b. Pemerintah
PUPR mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan
pembangunan nasional, seperti mengurangi kemiskinan,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan
lapangan kerja

¢. Unit Usaha
PUPR memberikan peluang bagi dunia usaha untuk
berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti proyek
jalan, jembatan, dan pembangunan perumahan.

d. Masyarakat Sipil

PUPR melibatkan masyarakat sipil dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan infrastruktur, melalui konsultasi
publik dan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Kelompok Sasaran Layanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Solok mencakup Pembangunan
Infrastruktur yang sasaran utamanya adalah meningkatkan kualitas
hidup masyarakat secara keseluruhan, maka mitra perangkat daerah
yang perlu dilibatkan antara lain:

=T e

Tabel 2.12 Mitra DPUPR

B-aﬁ élitbai'; g

R
e

Sinkronisasi perencanaan pembangunan

Internal daerah
(Perangkat | Dinas DPRKPP Pembangunan infrastp.lktur dasar
Daerah di permukiman (Jalan Lingkungan |
Kabupaten) | Dinas Sosial Pendataan MBR, penanganan masyarakat
terdampak bencana
BPBD Penanganan Bencana Alam
Dinas Lingkungan | Pengelolaan lingkungan, sanitasi
Hidup

Dinas Kesehatan

Dukungan sanitasi lingkungan sehat

Dinas Dukcapil

Pcnyed_i_ﬁan data kependudukan untuk data
Rumah Tangga

Dinas PMPTSP-
Naker

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di
kawasan permukiman
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kawasan permukiman

Inspektorat Pengawasan, akuntabilitas program

Daerah

Bagian Hukum Harmonisasi regulasi dan produk hukum

Setda

Mitra ATR/BPN Sertifikasi tanah, redistribusi tanah, reforma
Eksternal Kabupaten agraria

Kementerian PKP | Dukungan program nasional bidang

(Balai Perumahan, | infrastruktur permukiman

Balai Prasarana

Permukiman

Wilayah)

Pemerintah Kolaborasi programInfrastruktur dan

Provinsi permukiman skala provinsi

Organisasi Pendampingan pemberdayaan masyarakat di

Masyarakat/LSM | kawasan permukiman

Perguruan Tinggi | Dukungan kajian akademik, penelitian, dan
teknologi tepat guna

Masyarakat / Mitra penerima manfaat sekaligus partisipan

Nagari dalam program Infrastruktur Dasar Dinas
PUPR

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPUPR

2.2.1. PERMASALAHAN PELAYANAN DPUPR

Berdasarkan Langkah awal dalam menentukan permasalahan
dan isu strategis adalah mengidentifikasi permasalahan yang terkait
langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten

Solok dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah dapat dilihat pada Tabel 2. 13.

asnya

meratanya ketersediaan dan konektivitas daerah
pembangunan | infrastruktur dasar dan

infrastruktur infrastruktur strategis

| Masih r;e;ldahnya. .a_ks;ih_ﬂ_itas

Belum terlayaninya semua
daerah irigasi kewenangan kabupaten

Belum optimal pemenuhan akses air
minum

Belum optimalnya pemenuhan
layanan air minum untuk daerah
terpencil yang tidak terjangkau
perpipaan

Belum terpenuhinya sarana sanitasi
untuk rumah tinggal




Belum optimalnya penyediaan
infrastruktur sanitasi sesuai SNI

Belum optimalnya layanan
pengelolaan lumpur tinja

Belum meratanya fasilitas pengolahan
sampah

Belum optimalnya keterpaduan
pembangunan infrastruktur

Belum optimalnya sarana
drainase pengendali banjir

Masih rendahnya kualitas Kurangnya kesadaran
infrastruktur masyarakat dalam pemeliharaan
dasar dan infrastruktur | infrastruktur publik

strategis

belum optimalnya tingkat kemantapan
jalan

Belum optimalnya kondisi daerah
irigasi

Menurunnya kondisi bangunan
pengelolaan air minum

Bangunan sanitasi belum sesuai SNI

Belum adanya pembangunan tahan
bencana

Belum optimalnya penyediaan
database infrastruktur yang valid

belum optimalnya ketersediaan sarana
kelengkapan jalan

belum optimalnya kualitas dan
kuantitas SDM pengelola
infrastruktur

Belum Optimalnya tenaga
konstruksi yang bersertifikat

Belum terpenuhinya standar kualitas
bangunan

elum Optimalnya
yelenggaraan Penataan
Ruang Daerah

Belum optimalnya perencanaan
ruang

Masih terdapatnya pelanggaran
pemanfaatan ruang

Belum optimalnya pengendalian dan
pengawasan ruang

Pemanfaatan ruang yang belum
sesuai dengan arahan tata ruang

Masih rendahnya Law Enforcement
tata ruang

Belum optimalnya keterpaduan
infrastruktur sesuai arahan tata
ruang

Masih rendahnya kualitas dan
kuantitas SDM Tata Ruang

Sumber: REJMD Kab. Solok 2025-2029
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2.2.2,. PERMASALAHAN MENURUT URUSAN
A. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Berdasarkan Kabupaten Solok terus berkomitmen untuk
meningkatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur merupakan suatu
kemestian untuk mewujudkannya. Pemenuhan infrastruktur
dihadapkan pada permasalahan anggaran, koordinasi antar instansi
dan pembebasan lahan. Sedangkan pemerataan pembangunan
infrastruktur dihadapkan pada tantangan kondisi geografis yang luas
dengan topografi yang berbukit dan lembah serta terdapat Kawasan
Cagar Alam dan Hutan Lindung yang sangat terbatas untuk dibangun.

Infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung peningkatan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat meliputi pemenuhan
akses jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi. Jalan kewenangan
Kabupaten Solok pada tahun 2024 sepanjang 1.152,99 km, sepanjang
645,56 km sudah dilapisi aspal, 246,97 km permukaan beton, 65,37
km permukaan kerikil dan 194,97 km masih permukaan tanah. Dilihat
dari kondisinya, sepanjang 455,09 km jalan dalam kondisi baik, 267,03
km dalam kondisi sedang, 72,06 km dalam kondisi rusak, dan 358,93
km dalam kondisi rusak berat. Bisa dikatakan kualitas jalan
kewenangan Kabupaten Solok cukup memprihatinkan karena masih
terdapat jalan dengan permukaan tanah dan banyaknya ruas jalan
yang rusak berat. Sebagian besar jalan tanah terdapat pada kawasan
hutan yang menjadi penghubung antar nagari. Untuk pembangunan
jalan di kawasan ini harus melalui prosedur izin yang yang cukup
panjang. Sedangkan jalan yang rusak berat pada umumnya berada
pada titik-titik longsor dan gempa bumi. Kerusakan badan jalan
sebagian juga disebabkan karena tidak adanya bangunan pelengkap
jalan seperti drainase yang membuat air hujan tergenang di badan jalan
yang akan mengakibatkan badan jalan cepat hancur, terkadang
meskipun ada drainase namun tersumbat oleh sampah plastik yang
dibuang sembarangan selain merusak badan jalan juga mengakibatkan
terjadinya banjir. )

Hampir 33 persen penduduk Kabupaten Solok mempunyai mata
pencaharian sebagai petani. Untuk meningkatkan produksi pertanian,
selain pemeliharaan juga diperlukan pasokan air yang cukup.
Dibeberapa areal

pertanian pasckan air diperoleh dari daerah irigasi, terdapat 308
daerah irigasi kewenangan Kabupaten Solok dengan luas daerah
layanan 31.139 hektar. Kondisi daerah irigasi saat ini cukup
memprihatinkan, hanya 52,27 persen dalam kondisi baik, sedangkan
6,90 persen rusak ringan, 10,35 persen rusak sedang dan 30,48 persen
rusak berat. Kerusakan daerah irigasi disebabkan karena tldak
optimalnya pemeliharaan, terjadinya longsor dan gempa. Kondisi
tersebut mengakibatkan terjadi kebocoran dan ambruknya saluran
sehingga air tidak optimal mengalir ke lahan pertanian yang
mengakibatkan terjadinya penurunan produksi pertanian bahkan pada
kondisi ekstrim bisa mengakibatkan gagal panen.

Air minum dan sanitasi merupakan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) bidang pekerjaan umum. SPM adalah ketentuan mcngeqai jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemem_lti_ahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Berdasarkan Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
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Ruang Kabupaten Solok, target layanan air minum dan sanitasi tahun
2024 sebanyak 126.906 KK. Layanan air minum terpenuhi 108.286 KK
yang terdiri dari layanan jaringan perpipaan 42.975 KK dan bukan
jaringan perpipaan 65.311 KK, sementara belum mendapat layanan
18.620 KK. Layanan air minum bukan jaringan perpipaan berasal dari
air sumur, mata air dan air hujan. Layanan sanitasi terpenuhi 71.953
KK yang terdiri dari akses dasar 13.761 KK, akses layak 9.616 KK,
akses aman individu 47.776 KK dan akses aman komunal 800 KK.
Sementara

27.099 KK belum mendapat akses sanitasi. SPM wajib terpenuhi
100 persen, Kabupaten Solok belum bisa memenuhi secara optimal.

2.2.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus
mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan
pembangunan karena mempunyai dampak yang signifikan. Isu
strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar,
mendesak. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain:
(1) 1su strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang
berpengaruh terhadap Kabupaten Solok, (2) Isu strategis dari kebijakan
pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Solok, serta (3) Isu
strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi
kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan
umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang. Teknik
menyimpulkan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut ini




Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat daerah

i .I|:|'W|i': 5

(it 1AL T SO S AR I LR TN e | e SR
1. Sumber ' P ' Masih terbatasnya
Daya, il pemenuban i kapasitas dan
Instrumen dan |, konektivitas daerah infrastruktur air bersih yang kurang | terkait kondisi | kualitas infrastruktur| ~ berbasis
Kelembagaan @ Belum terlayaninya semua| dan sanitas layak ramah erking Lrnlitiviiah antar masyarakat
vl dati daerah irigasi kewenangan| yang berkelanjutan lingkungan dan| . o o o ektivit belum
yang bal kabupaten ® Belum optimalnya berlangsung , | yiazsh maksimal;
Kondusif |® Belum optimal pemenuhan| pengelolaan sampah secara menerus, Yang memadai | (RPJMD Halaman Il -\¢  penyediaan
dalam akses air minum dan sistemik sangat penting | 325). Infrastruktur
Pembangunan |@ Belum optimalnya dapat merusak | dalam yang tidak
Infrastruktur | pemenuhan layanan air ekosistem alam| pengembangan berkelanjutan
minum untuk daerah dan wilayah.(RPJMD (tidak ramah
terpencil yang tidak mengakibatkan| Halaman II - lingkungan);
terjangkau perpipaan kejadian 321) |® Pengelolaan
® Belum terpenuhinya bencana secaralg 1 plementasi Database
sarana sanitasi untuk berulang s & Intrantink Loy
® Belum optimalnya jumlah Pembangunan optimal.
penyediaan infrastruktur penduduk yang| Berkelanjutan
sanitasi sesuai SNI menuntut sangat
® Belum optimalnya layanan penyediaan mempengaruhi
pengelolaan lumpur tinja Sarana dan kinerja, kualitas
Belum meratanya fasilitas Prasarana penyediaan
pengolahan sampah dapat : Infrastruktur di
Belum optimalnya mengurangi Daerah
keterpaduan tutupan lahan
pembangunan dan
infrastruktur meningkatkan
Belum optimalnya sarana efek ru
drainase pengendali banjir kaca;
Kurangnya kesadaran
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masyarakat dalam

pemeliharaan

infrastruktur publik

® belum optimalnya tingkat

kemantapan jalan

Belum optimalnya kondisi

daerah irigasi

® Menurunnya kondisi

bangunan pengelolaan air

minum

Bangunan sanitasi belum

sesuai SNI

® Belum adanya

pembangunan tahan

bencana

® Belum optimalnya

penyediaan database

infrastruktur yang valid

belum optimalnya

ketersediaan sarana

kelengkapan jalan

® Belum optimalnya kualitas
dan kuantitas SDM
pengelola infrastruktur

® Belum Optimalnya tenaga

konstruksi yang

bersertifikat

® Belum terpenuhinya
standar kualitas bangunan

® Belum optimalnya
perencanaan ruang

® Masih terdapainya
pelanggaran pemanfaatan
ruang

pengendalian dan

r Belum optimalnya

pengawasan ruang

V|t
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® Pemanfaatan ruang yang
belum sesuai dengan
arahan tata ruang
l®@ Masih rendahnya Law
Enforcement tata ruang
® Belum optimalnya
keterpaduan infrastruktur
sesuai arahan tata ruang
rO Masih rendahnya kualitas
dan kuantitas SDM Tata
Ruang

Sumber: Data Diolah Dinas PUPR Kab. Solok (2024)
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BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
3.1.1. TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah,
terukur, dan berkesinambungan, maka setiap perangkat daerah wajib
menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra menjadi
dokumen penting yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama lima tahun, serta harus
selaras dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati terpilih menjadi landasan utama dalam penyusunan dokumen
RPJMD. Visi dan misi tersebut mencerminkan arah pembangunan yang ingin
dicapai oleh pemerintah daerah dalam periode lima tahun mendatang.

Jika dikaitkan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Tahun 2025-
2029, DPUPR mendukung Misi 3 dan Misi 5 Gubernur terpilih, sebagai
berikut:

Peningkatan | Meningkatkan Meningkatnya | Infrastrukt
Ekonomi perekonomian infrastruktur | ur daerah
Berbasis masyarakat yang | yang
Potensi dan inkhasif, berkualitas
Sumber Daya | berkeadilan dan | dan
Nagari berkelanjutan berkeadilan

berbasis potensi

lokal

Sumber: RPJMD Tahun 2025-2029

Sangat penting bagi setiap perangkat daerah, termasuk Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok, untuk melakukan
telaah secara mendalam terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih. Telaah
ini bertujuan agar setiap program dan kegiatan yang dirancang dalam
Renstra dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara
menyeluruh, serta memastikan bahwa peran dan fungsi DPUPR benar-benar
memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi yaitu:

“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI
MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA”




Visi ini memuat tiga kata kunci kondisi yang diharapkan lima lahun
kedepan yakni: Pemerintahan yang melayani, Madani dan Sejahtera. Ketiga
kata kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

v “Pemerintahan Yang Melayani”, dimaksudkan Penyelenggaraan
pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan dalam
menjalankan amanah sesuai dengan aturan, memberikan kemudahan,
kepastian dan berintegritas dalam melayani.

v “Masyarakat madani”, dimaksudkan Pemerintah Daerah ingin
mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalam
membangun, menjalani, memaknai kehidupannya, taat akan agama,
memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
sesuai dengan filosofi; “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.

v' “Sejahtera”, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan
kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan
yang aman dan tentram.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Dinas PUPR memiliki kontribusi strategis terhadap keberhasilan visi
dan misi daerah, khususnya pada Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global dan Misi 4 Peningkatan
ekonomi berbasis potensi dan sumber daya nagari dengan fokus sasaran
agar meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan yang
akan mempengaruhi salah satu indikator pada Indeks Infrastruktur Daerah
yaitu Infrastruktur Dasar, Strategis dan Tata Ruang.

3.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dalam Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari sasaran
RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang bersifat lebih spesifik dan
operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi pemerintah
Kabupaten Solok dalam lima tahun kedepan adalah:

“Terwujudnya Pemerintah yang melayani menuju masyarakat yang
Madani nan Sejahtera”

Sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Solok, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang mengemban misi ke 4 (empat) gaitu,
Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari. Tujuan,
Sasaran dan Indikator dapat dilihat pada tabel 3.1

Dalam Menyusun Renstra PD sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 tahun 2025 maka kita mempedomani Konsep Renstra PD sesuai
Gambar 3.1 dan Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan
Renstra PD sesuai dengan gambar 3.2
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Gambar 3.1

Konsep Renstra PD
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Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD
dengan tujuan Renstra PD
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Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Solok adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan
daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian
kinerja dari program/kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan
selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam
Rencana Strategis (Renstra) dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

L] |




Tabel 3.3.

berkualitas dan yang Berkondisi Baik
berkeadilan berkualitas dan Berbasis Tata 7395% | 69,13% | 69.57% | 69.04% | 70,04% | 70,24% | 70,75%
berkeadilan Ruang
berbasis tata
riang
Meningkatnya Persentase
Kualitas dan Peningkatan :
Kuantitas Kualitas dan 8533% | 74,25% | 74.72% | 74.86% | 7531% | 7551% | 76.57%
Infrastruktur Kuantitas
Dasar Infrastruktur Dasar
Meningkatnya Persentase
Kualitas dan Peningkatan
Kuantitas Kualitas dan ) . s _
Yafeastrilir Riigsiitas 46,30% | 33,14% | 34,00% | 34,34% | 34,81% | 35,20% | 35,68%
Strategis Infrastruktur
Strategis
Meningkatkan Persentase
tertib Pemanfaatan | Penyelesaian kasus
Ruang yang Pelanggaran 92,41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Konsisten tan ruang
di Kab/Kota
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Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, serta menjadi
arah dalam perumusan sasaran, kebijakan, dan program
pembangunan infrastruktur. Penetapan tujuan strategis diharapkan
dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran organisasi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dalam
melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dengan
mempertimbangkan potensi serta sumber daya yang dimiliki.

Berpedoman kepada Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025,
maka Tujuan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan dan
berbasis tata ruang”

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.2.1. PENAHAPAN RENSTRA

Penahapan Renstra bertujuan untuk memastikan bahwa
setiap elemen dalam rencana tersebut saling terhubung, logis, dan
dapat diimplementasikan dengan efektif. Dengan melalui tahapan
yang benar, Renstra akan menjadi panduan yang kuat untuk
mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penahapan
renstra dimaksudkan untuk penentuan prioritas pembangunan
tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPUPR
selama lima tahun kedepan yang dapat dilihat pada Tabel 3.4.
berikut ini

Tabel 3.4

Penahapan renstra perangkat daerah

-Pemnmanmhu AN

Pememm_an m‘t-:ung,am

rumah air minum aman rumah air minum aman | sambungan rumah sambungan rumah ar | sambungan rumah air

an berkelanjutan dan berkelanjutan gir minum amsn dan | minum aman dan minum aman dan

mmm"] etk terutamea untuk berkelanjutan berkelanjutan berkelanjutan

E:l-;{ug]';a;hn semeah masyarakat terutama untuk terutama untuk terutama untuk

berpenghasilan rendah masyarakat masyarakat masyarakat

herpenghasilan berpenghasilan rendah| berpenghasilan rendah)
rendah

Peningkatan kapasitas | Peningkatan kapasitas Peninphatan Peningkatan kapasilas F‘eumg].mm kapasitas

instalasi pengolahan instalasi pengolahan kapasitas instalasi mamlaa{ pengolahan instalasi pengolahan

dan jaringan dan jaringan perpipaan pengolahan dan dan jaringan perpipaan) dan j_aringa.n

perpipasn air minum air minum aman pada jaringan perpipaan Air minum aman pada perpipaan air minum

amaon pada kawasan kawasan perkotaan air minum aman kawasan perkotaan aman pada kawasan

perkotaan pada lkawasan perkotaan

timaksasi Optimalisasi Optimalisasi Optimalisasi sAS .

;.fmanfmu kapasitas pemanfaatan kapasitas pemanfaatan pemanfaatan kapasitas p:ma:ﬂaitan kapasitag

air minum terpasang air minum terpasang knpagitas gir minum air minum terpasang Air minum terpasang
terpasang

PENEaWASAnN pengawasan air minum pENEEWRSAN Air pengRwasan air min pengawAsan air

alr minuwm aman dan aman dan berkelamjutan minum aman dan aman dan minum aman dan

berkelanjutan utan berkelanjutan berkelanjutan
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grunaan telmologi

Penggunaan teknologi

1 1 nggunaan teknologli  |Penggunaan tekn i Pengpunaan teknologi
rnatif yang cocok alternatif yang cocok ternatif yang cocok ternatif yang mcoglj:gl alternatif yang nnmi)?tm
engan kondisi geografis | dengan kondisi geografis |[dengan kondisi geografis|dengan kondisi geografis | denpan kondisi geografis
tempat untuk setempat untuk tempat untuk setempat untuk setempat untuk

pemenuhan akses air pemenuhan akses air enuhan akses air  |pemenuhan akses air pemenuhan akses air
minum di dﬂ:rah minum di daerah um di daerah iminum di daerah minum di daerah
terpencil }ralnglhdak terpencil yang tidak terpencil yang tidak terpencil yang tidak terpencil yang tidak
terjangkau jaringan terjanglkau jaringan terjenglau jaringan terjangkau jaringan terjangkan jaringan
perpipasan perpipaan peTpipasn Perpipaan perpipaan

Pemeliharaan rutin Pemeliharaan ritin Pemeliharaan rutin Pemeliharaan rutin Pemelihar

terhadap instalasi terhadap instalasi terhadap inatalasi terhadap instalasi terhadap m

pengnlahan, jaringan pengolahan, jaringan pengolahan, jardingan | pengolahan, jaringan pengolahan, jaringan

I:rnns?msl dan distribusi| transmisi dan distribusi | transmisi dan distribus| transmisi dan distribugi | transmisi dan distribusd

air minum air minum air minum Bir minum |ir minum

Peningkatan kesadaran | Peningkatan kesadaran Peningkatan kesadaran| Peningkatan kesadaran | Peningka

masyarakat dalam masyarakat dalam masysrakat dalam masy;?a'imt dalam mnsjwakt::l dmﬁm

pemeliharaan sarana | pemeliharaan sarana dan | pemeliharasn sarana | pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana

dan prasarana jaringan | prasarana jaringan dan prasarana jaringan| dan prasarana jaringan | dan prasarana jaringan

perpipasn dir minum | perpipaan air minum yang| perpipasan air minum | perpipasn air minum perpipasn air minum

SPALD setempat dan
terpusat

SPALD setempat dan
terpusat

SPALD setempat dan
terpusat

SPALD setempat dan
terpusat

yang ada ada yang ada yang ada yang ada
Peningkatan kapasitas | Peninglatan kapasitas Peningkatan kapasitas | Peningkatan kapasitas | Peningkatan kapasitas
lttfuhaga pengelola air lembaga pengelola air lembaga pengelola air | lembaga pengelola air lembags pengelola air
minum daerah minum daerah minum daerah minum daerah minum daerah
reformasi tarif air reformasi tarif air reformeasi tarif air reformasi tarif air reformasi tarif air
berkeadilan dengan  berkeadilan dengan skema berkeadilan dengan berkeadilan dengan berkeadilan dengan
gleemia subsidi silang  subsidi silang untuk mhkema subsidi silang skema subsidi silang |skema subsidi silang
untuk maa}tamkat imasyvarakat untul masyarakat untuk masyaralat untuk masyarakat
berpenghasilan rendah berpenghasilan rendah Berpenghasilan rendah  (berpenghasilan rendah  |berpenghasilan rendah
P:';E“mﬂtem Penguatan kelompok Penguatan kelompok  [Penguatan kelompok Penguatan kelompok
E erpi E'-pm i pengelola air minum pengelola air minum pengelola air minum pengelola air minum
perdesaan perpipaan di perdesaan ipaan di perdesaan |perpipaan di perdessan  |perpipaan di perdesaan
“Peningkatan kesadaran | Peningkatan kesadaran | Peningkatan kesadaran Peninglkeatan kesadaran | Peningkatan kesadaran
masyarakat untuk masvarakat unnik masyarakat untulc masyaraknt unik masyarakat unitk
| efisiensi pengunaan air| efisiensi penggunaan air | efisiensi penggunaan air efisiensi penggunaan air | efisiensi penggunaan air
Peningkatan Peninglkatan Peningkatan Peningkatan
penyedinan akses penyedigan akses penyvediaan akses penyediaan akses penyediaan akses
sanitasi layak dan sanitasi layak dan sanitasi lavak dan sanitasi layak dan sanitasi layak dan
aman aman BMAN AINAL AMman
Peningkatan rumah Peninglkatan rumah Peningleatan rumah Peningleatan rumah Peningkatan rumah
tangga dengan sanitasi | tangga dengan sanitasi tangea dengan sanitasi| tangga dengan sanitasi | tangga dengan sanitasi
layak dan aman pada layak dan aman pada layak dan aman pada | Iayak dan aman pacda layak dan aman pada
kawasan prioritas kawnsan prioritas kawasan prioritas kawasan prioritas kewsasan prioritas
penanganan melalui penanganan melalui penanganan mekalui penanganan melalui proanganan melalii

SPALD setempat dan
terpusat

Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Instalasi Pengolahan Instalasi Pengolahan Instalasi Pengolahan Instalasi Pengolahan Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja {(IPLT) Lumpur Tinja {(IPLT) Lumpur Tinja {IPLT) Lumpur Tinja (IPLT) Lumpur Tinja {IFLT)
Pembangunan septik Pembangunean septik Pembangunan septik Pembangunan septik Pembangunan septik
tank sesuai SNI tank sesuai SNI tank sesuai SNI tanlk sesuai SNI tanlk sesuai SNI
Peningkatan pemanfas Peninghatan Peningkatan Peninghkatan Peninglatan
air baku unuﬂ: pemenfaatan air baku  jpemanfastan air baku pemanfaatan air baku pemanfastan air balku
pemenuhan kebutuhan untuk pemenuhan untuk pemenuhan untuk pemenuhan untuk pemenuhan
air di daerah irigasi kebutuhen air di dﬂﬂahgtfga:mmhan air di deerah | kebumhan air di kebutuhan air di
irigasi igasi daerah irigasi daerah irigasi
Peningkatan Peningkatan Peninghatan Peninglatan Peninghkatan
pemelihgraan sarana |  pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana | pemeliharasn sarana pemeliharaan sarana
dan prasarana irigasi| dan prasarana irigasi dan prasarana irigasi | dan prasarana irigasi dan prasarans irigasi
terbangun terbangun terbangun terbangun terbangun
Peningleatan Peningkatan Peningkatan Perungkatan Peningkatan
pengelolaan sumber pengelolaan sumber pengelolasn sumber pengelolaan sumber peugeipinan sumber
daya air daya air daya air daya air daya air
Prninghkatan dan Feninghatan dan Peningkatan dan Peningkatan dan Peningkatan dan
pemeliharaan sarana | pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana | pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana
pengumpul air pengumpul air pengumpl air pengumpul air pengumpul air
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Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan
pemelinaraan daerah pemeliharaan daerah pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
menjaga kontinuitas menjaga kontinuitas sungai untuk sungai untulk sungai untuk
ketersediaan air baku ketersediaan air baku menjaga menjaga kontinuitas meTjaga
kontinuitas ketersedinan air kontinuitas
ketersediaen air baku ketersediaan air
baku hakou
Pembangunan dan Pembangunan dan Pembangunan Pembangunan Pembangunean dan
peningkaten jalan peningkatan jalan dun peninghatan dan peningkatan peningkatan jalan
dan jembatan menuju dan jembatan menuju jalan dan jalan dan dan jembatan
kawnzan pariwisata, kawnsan pariwisata, jembeatan jembatan menuju menuju kawasan
sentra produlesi dan sentra produles dan menuju kawasan kawasan pariwisata, sentra
pemagaran hasil pemasaran hasil pariwisata, pariwisata, sentra produksi dan
pertanian serta pertanian serts sentra produls produksi dan pemasaran hasil
menuju daerah yang menuju daerah yang dan pemeasaran pemasaran hasil pertanian serta
belum ada akses belum ada akses hasil pertanian pertanian serta menuju daerah
jalan jalan serta menuju menuju dasrah yang belum ada
daerah yang yang belum ada akees jalan
belum ada akses akaes jalan
Peningkaten kepasitay  Peninghkatan kapasitas Peningkatan Peningkatan kapasitay  Peningiatan
jalan dan jembatan jalan dan jembatan leapasitas jalan jalan dan jembatan kapasitas jalan dan
terutama di kawasan terutama di kawasan dan jembatan terutama di kawasan jembatan terutama
perkotasn dan perkotaan dan terutama di perkotaan dan di kawasgan
perbatasan perbatasan kawasan perkntasn perbatasan perkotaan dan
dan perbatasan perbatasan
Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan
bangunan pelenghap bangunan pelengkap bangunan bangunan pelengkap bangunan pelengkanp
jalan terutama di jalan terutama di pelengkep jalan jalan terutama di jalan terutama di
wilayah perkotaan wilayah perkotaan terutama di wilayah perkotasn wilayah perkotasn
wilayvah perkotaan
Pendataan dan Pendataan dan fasilitasi| Pendataan dan Pendataan dan Pendataan dan
fasilitasi pembangunan dan fasilitasi fasilitasi pembangunan| fasilitasi pembangunan
pembangunan peningkatan jalan yang pembangonan dan dan peningkatan jelan dan peningkatan jalan
dan peningkatan melalui kawasan hutan | peningkatan jalan vang melalui kawasan yang melalui kawasan
jalan yang melalui yang melalni kawasan| hutan hutan
kawasan hutan hutan
Penyusunan Peovusunan dokumen Fenyusunan Penyusunan dokumen Penyusunan dokumen
dokumen Tencana rencana pembangunan dokumen rencana rencana pembangunan| rencana pembangunan
pembangunan jalan jalan yang terintegrasi pembangunan jalan jalan yang terintegrasi | jalan yang terintegrasi
yang terintegrasi unmk mendulkung vang terintegrasi unnik mendukung untuk mendukung
anfuk mendukung program prioritas unmk mendulung Program prioritas program prioTitas
program prioritas daerah program prioritas daerah daerah
dacrah daerah
Pembinean den Pembinasen dan Pembinaan dan Pembinaan dan Pembinaan dan
pEngawasan pENgaEWASAT PENEaWASAn pengawasan pengawasan
penyelenggaran penyelenggaran penyelenggaran penyelenggaran penyelenggaran
bengunan gedung | bangunan gedung bangunan gedung | ban Lt} |___bangunan gedung |
Pembangunan gedun Pembangunan gedung Pembangunan Pembangunan Pembangunan
tahan gempa di tahan gempa di gedung tahan gedung lahan gedung m:hﬂn
daerah-daerah den daerah-daerah dengan ge?r;;; ?11 daerah- gf:ﬂr:lz?l ds daerah- ﬁp; i: dagqma.h-
tingkat resiko tingkat resiko & da engan ETLEED ‘AEran G
tnggi s tinggl e tingkat resiln tingkat resiko tingkat nmkn1 _
gempa tinggi gempa tinggl gempa Unggl
Ketersediaan ruang Ketersedinan ruang Ketersediaan rusng Kﬁerudmn ruang Ketersediaan rusng
terbulea hijau terbuka hijau terbulkea hijau terbulea hijau terbulea hijan
Pembangunan Pembengunan Pembangunan F:mhgnglmaﬂ Pembangunan
sesusipolarusng |  sesuai polaruang sesuai pola ruang sesuai pola ruang ] sesuai pola ruang

Sumber: Data Diclah Dinas PUPR Kab. Solok (2024)

3.2.2. PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-
langkah /upaya yang akan dilakukan diantaranya sumber daya, tahapan, fokus
dan penentuan program /kegiatan /subkegiatan dalam menghadapi lingkungan
yang dinamis untum mencapai tujuan dan sasaran DPUFPR. I_.Intuk
mewujudkan satu sasaran bisa dilakukan satu atau lebih strategi dan
kebijakan. Strategi yang akan dilakukan DPUPR untuk menduklzmg.
keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun (2025-2029) secara rinci

dapat dilihat pada Tabel 3.5.
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Tabel 3.5.

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DPUPR

ARAH KEBLJAKAN RENSTRA
NO | OPERASIONALI NSPK 7 : :
SASI ARAH KEBLJAKAN RPJMD PD (St i RPJMD) KET
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatniva Peningkatan akses, Pemerataan sambungan
infrastruktur yang kualitas dan rumah air minum aman dan
berkualitas dan keberlanjutan berkelanjutan terutama
berkeadilan penyediaan air minum untuk Masyarakat
berpenghasilan rendah
Peningkatan kapasitas

instalasi pengolahan dan
jaringan perpipaan air
minum aman pada kawasan
perkotaan

Optimalisasi pemanfaatan
kapasitas air minum
terpasang

Peningkatan pengawasan
air minum aman dan
berkelanjutan

Penggunaan teknologi
alternatif yang cocok
dengan kondisi geografis
setempat untuk pemenuhan
akses air minum di daerah
terpencil yvang tidak
te:ja.!:-gkau jaringan
perpipaan

Pemeliharaan rutin
terhadap instalasi
pengolahan, jaringan
transmisi dan distribusi air
IInum

Peningkatan kesadaran
masyarakat dalam
pemeliharaan sarana dan
prasarana jaringan
perpipaan air minum yang
ada

Peningkatan kapasitas
lembaga pengelola air
minum daerah

reformasi tarif air
berkeadilan dengan skema
subsidi silang untuk
masyarakat berpenghasilan
rendah

Penguatan kelompok
pengelola air minum
perpipaan di perdesaan

Peningkatan kesadaran
masyarakat untuk efisiensi
penggunaan air
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OPERASIONALISASI NSPK |ARAH KEBLJAKAN RPJMD| ARAH KEBIJAKAN RENSTRA

PD (Strategi RPJMD)
Peningkatan kualitas Peningkatan penyediaan
dan perluasan akses akses sanitasi layak dan
sanitasi yang layalk, aman

aman dan berkelanjutan

Peningkatan rumah tangga
dengan sanitasi layak dan
aman pada kawasan
prioritas penanganan
melalui SPALD setempat
dan terpusat

Pembangunan Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT) Peningkatan layvanan
pengelolaan lumpur tinja

Pembangunan septik tank
sesuai SNI

Meningkatnya kualitas Optimalisasi Peningkatan pemanfaatan
dan kuantitas pemanfaatan sumber air baku untuk pemenuhan
infrastruktur Strategis daya air untuk kebutuhan air di daerah
mendukung irigasi

peningkatan sektor
pertanian

Peningkatan pemneliharaan
SATANA dan prasarana
irigasi terbangun

Peningkatan pengelolaan
sumber daya air
Peningkatan dan
pemeliharaan sarana
pengumpul air

Pengendalian dan
pemeliharaan daerah aliran
sungai untuk menjaga
kontinuitas ketersediaan air
baku

Pemenuhan Pembangunan dan
infrastruktur jalan yang | peningkatan jalan dan
berkualitas, aman dan jembatan menuju kawasan

mendulung pariwisata, sentra produksi
konektivitas wilayah dan pemasaran hasil

serta pertumbuhan dan | pertanian serta menuju
kesejahteraan daerah yang belum ada
masyarakat akses jalan

Peningkatan kapasitas jalan
dan jembatan terutama di
kawasan perkotaan dan
perbatasan

Pemenuhan bangunan
pelengkap jalan terutama di
wilayah perkotaan

Pendataan dan fasilitasi
pembangunan dan

peningkatan jalan yang
melalui kawasan hutan
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NO

OPERASIONALISASI NSPK

ARAH KEBIJAKAN RPJMD

PD (Strategi RPIMD)

Penyusunan dokumen
rencana pembangunan
jalan yang terintegrasi
untuk mendukung program
prioritas daerah

Pembangunan, rehabilitasi,
dan pemeliharaan jaringan
drainase yang berfungsi
secara optimal

Peningkatan bangunan
gedung yang fungsional,
andal dan sesuai
dengan tata bangunan
yang selaras dengan
lingkungan

Pembinaan dan pengawasan
penyelenggaran bangunan
gedung

Pembangunan gedung
tahan gempa di daerah-
daerah dengan tingkat
resiko gempa tinggi

Ketersediaan ruang terbuka
hijau

Pembangunan dan Pembangunan sesuai pola
pengembangan wilayah | ruang

sesuai dengan arahan

tata ruang

Peningkatan penyediaan| Meningkatkan ketersediaan

sapras persampahan

dan kualitas sarana
prasarana persampahan
melalui pembangunan,
rehabilitasi, dan
peningkatan infrastruktur
persampahan sesuai
standar teknis serta
mendukung perluasan
cakupan pelayvanan
persampahan daerah

Sumber: RPJMD dan Dinas Pekerjaan Unum dan Penataan Ruang, 2025

3.2.3.PERUMUSAN STRATEGI

Setiap strategi yang dirumuskan harus bisa menjawab permasalahan
dan isu strategis yang dihadapi. Keterkaitan antara strategi dengan sasaran
merupakan satu kesatuan utuh. Strategi yang dirumuskan harus bisa
mencapal sasaran Rensira Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan yvang telah ditetapkan. Strategi Renstra Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 3.6

sebagai berikut:
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i Menmgkatkan

Tabel 3.6

Tujuan Easaran Stra e Dma.s PUPR Tahun 2025-‘2029

[ Penmgka:an l-mpaaltas yang

infrastruktur kualitas dan terlavani m
yang berkualitas, kuantitas air r:inum R polayranen
berkeadilan dan infrastruktur
berbasis tata dasar
ruang
Peningkatan Pelayanan Rumah
Tangga dengan akses Sanitasi
yang layak
Meningkatnya Peningkatan Kemantapan
kualitas dan Jalan yang berpedoman
kuantitas kepada database yang update
infrastruktur
Strategis
Peningkatan Jembatan
berkondisi Baik
Peningkatan Luas Layanan
Irigasi Multikomoditas
Peningkatan Perlindungan
kawasan Permukiman rawan
banjir
Peningkatan penataan
bangunan dan lingkungan
Peningkatan jumlah Tenaga
Kerja Kontruksi Kualifikasi
Ahli
Peningkatan Cakupan
Drainase dalam kondisi baik
Peningkatan bangunan gedung
dalam kondisi baik
Peningkatan Ketersediaan
Sarana Persampahan
Meningkatkan Penyelesaian kasus
tertibPemanfaatan pelanggaran sesuai temuan
Ruang yang pemanfaatan ruang di
Konsisten Kab/Kota
Meningkatnya Meningkatkan kualitas
layanan akuntabilitas kinerja
administrasi
kesekretariatan
Meningkatkan kualitas
layanan kepegawaiandan

sarana dan prasarana

Sumber: RESMD Kab. Solok 2025-2029
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Bab ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran
strategis yang telah ditetapkan dalam bab sebelumnya. Bab ini
menguraikan secara rinci program, kegiatan, subkegiatan, dan
indikator kinerja yang akan menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok
dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan bab ini
didasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi. Setiap program dan
kegiatan yang dirumuskan akan berorientasi pada pencapaian tujuan
dan sasaran strategis, serta merupakan wujud nyata dari upaya
pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan di bidang
perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Bab ini juga menyajikan indikator kinerja yang terukur untuk
setiap subkegiatan, yang akan digunakan sebagai alat evaluasi
keberhasilan implementasi rencana strategis. Dengan demikian,
pelaksanaan program dan kegiatan dapat diukur, dipantau, dan
dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Diharapkan, melalui implementasi program vyang terencana dan
terstruktur, Renstra ini dapat memberikan kontribusi signifikan
terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan
berkelanjutan di Kabupaten Solok.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PUPR

i
i
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Sedangkan Teknik merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD dapat
digambarkan pada tabel 4.2
TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NEPK DAN
SASARAN RPIMD TUJUAN SASARAN
YANG RELEVAN

T VAT . i MO - s R G s
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Meningkatnys Maninghkatkan Cabuupan infrastrubkdur
infrastruklur yang Infrastrukiur yang barkondisi baik yang
berkuaiitas dan Berkualitas dan berbasis tata ruang (%)
barkeadilan Beriead|lan Berbasis
Tata Ruang
Meningkalnya kuaitas Persentase Paninghatan
frastruktur dasar Kugltes dan Kuantias
Infrastrukiur Daear (%)
Meningkainya layanan Persantase pemenotian | 1.08.01 - PROGRAM
sdministnas layanan hesekretariatan PENUMNJANG URUSAN
Kesalratariatan %) PEMERINTAMHAN
parangkat daerah DAERAH

KABUPATEN/KOTA

| Tersusunnya Dokumen | Jumiah Laporan Capaian | 1,08.01.2.01 -

Perencanaan, Kinarja dan Ikhtisar Pesencanaan,
Penganggaran dan Realsas| Kinerja SKPD Penganggaran, dan
Laporan Evaluasi Kinerja | dan Laporan Hasil Evalieasi Kinetja
SKPD Koordinasi Penyusunan Perangiat Daerah
Laporan Capalan Kinera
dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD {Laporan)
Jumiah Laporan Evaluasi | 1.03.01.2.01 -
Kinerjs Parangkat
Daerah {Laporan) dan
Evaluasi Kinerja
Perangkal Daersh
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Jumiah Laporan Capaian | 1.03.01.2.01.0006 -
Kinerja dan lkhtisar Koordinasi dan
Rpalisasi Kinera SKPD Penyusunan Laporan
dan Laporan Heasd Capalan Kinaria dan
Koordnasi Panyusunan likhtisar Realisasi Kinafa
Laporan Capatan Kinega | SKPD
dan Ikhiisar Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan}
Jumbah Laposan Evalussi | 1.03.01.2.01.0007 -
Kineria Perangkat Evaluas| Kinarja
Diaerah (Laporan) Perangkat Daersh
Tersusunnya Laporan Jumizh Laporan 1.03.01.2.02 -
keuangan sesuai Keuangan Akhir Tahun Adminkstrasi Keuangan
ketenbuan SKPD dan Laporan Hasi Perangkat Daerah
Koordinasi Penyusunan
Laparan Keuangan Akhir
Tahun SKPD (Laporan)
Jumish Orang yang 1.03.01.202 -
Menenma Gaji dan Administrasi Keusngan
Tunjangan ASH Perangkst Deerah
(Orang/bulan)
Jumiah Crang yang 1.03.01,2.02.0001 -
Menerima Gaji dan Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN Tunjangan ASM
{Orang/butan)
Jumiah Laporan 1.03.01.2.02.0005 -
Keuangan Akhir Tahun Koordinasi dan
SKPD dan Laporan Hasidl | Penyusunan
Koordinasi Penyusunan | Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan Akhir | SKPD
Tahun SKPD (Laporan)
Tedasittasinya Layanan Jumiah Laporan 1.03.01.2.06 -
Adminkstrasi Umum Peryelenggaraan Rapal | Adminisirasi Umum
Koordinas! dan Perangkst Daerah
Konsultasi SKPD
)
Jumiah Paket Bahan 1.03.01.2.06 -
Logistik Kanior yang Administras Urnurm
Disediakan (Paket) Perangkat Dasrah
Jumizh Paket Barang 1.03.01.2.08 -
Cetakan dan Administras Limum
Penggandaan yang Perangkat Desrah
Disedigkan (Pake
Jumilah Paket Komponen | 1.03.01.2.06 -
Instatas| Administrasi Umum
i Perangkat Daerah
Bangunan Kantor yang
Disediakan
Jumiah Paket Komponen | 1.03.01.2.08.0001 -
i Penyadiaan Komponen
Listrik/Penerangan Instalass
Bangunan Kantor yang
Digadiskan (Faket)
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Listrik/Panerangan
Bangunan Kantor

Jumtah Paket Bahan 1.03.01.2.08.0004 -
Logistik Kantor yang Panyediaan Bahan
Disadiakan (Fahat) Logistik Kanior
Jumiah Paket Barang 1.03.01.2.08.0005 -
Cetakan dan Panyadiasn Barang
Penggandasn yang Cetakan dan
Disediakan | Penggandaan
Jumlah Leporan 1.03.01.2,06.0000 -
Penyelenggaraan Rapst | Penyelenggarsan Rapat
Koordinas! dan Koordinas! dan Konsultasi
Konsultasl SKPD SKPD
{Laporan)
Tersedianya Jasa Jumiah Laporan 1.03.01.2.08 -
Penanjang Pemerintah Penyediagn Jasa Pemyediaan Jasa
Daargh y Komunikasi, Sumber Penuniang Linsan
Daya Alr dan Listrik vang | Pemesintahan Dascah
Desediatkan (Laporan)
Jumiah Laporan 1.03.01.2.08 -
Penyedfaan Jasa Sural Panyediaan Jasa
Menyurat (Laparan) Penunjang Urusan
Pemenntashan Daerah
Jumdah Laposan 1.02.01,2.08.0001 -
Penyediaan Jasa Surat Penyediaan Jasa Sural
Menyurat (Laporan) Menyural
Jumiah Laporan 1.03.01.2.08.0002 -
Penyediaan Jaga Penyediaan Jasa
Komundkasl, Sumbar FKomunikasi, Sumber
Daya Adr dan Listrik yang | Ciaya Air dan Listrk
Disediakan (I aporan)
Tersadianya Barang Jumiah Alal Besar yang 1.03.01 2.08 -
Penunjang Lirnean Dipalibara dan Pemadiharaan Barang
Pemerintah Daarah Perizinanmya | Miik Daerah Panungang
datam kondisi balk (Uni) Urugan Pamerintahan
= Daerah
Jumiah Gedung Kanior 1.03.01.208 -
dan Bangunan Lainmya Pameliharaan Bamng
yang Milix Daerah Panunjang
i Urusan Pemerintahan
{Lhnif} Dagrah
Jumilah Kendaraan Dinas | 1.03.01.2.08 -
Opevasional alau Pemslikarsan Barang
Lapangan yang Milik Daerah Penunjang
Dipalinara dan Lirusan Pemesntahan
dibayarkan Pajak dan Daerah
Perizinanmya (Linit)
Jumiah Sarana dan 1.03.01.2.08 -
Prasarana Gedung Pemeliharaan Barang
Eanfor atau Bangunan Milik Daerah Penunjang
Lainmya yang Urusan Pemerintahan

Diaerah




DipeliharaDirehabilitas]
(Linig)

Jumilah Kendaraan Dinas | 1.03.01.2,08.0002 -
Operasional atau Penyediaan Jasa
Lapangan yang Pemeliharaan, Blaya
Dipefhara dan Pemaliharaan, Pajak dan
dibayarkan Pajak dan Perizsnan Kandaraan
Perzinannya (Unit) Dinas Operasional alau
Lapangan
Jumiah Alat Besar yang 1.03.01.2.09.0003 -
Dipelihiara dan Penyedisan Jasa
mﬁm Perizinannya | Pemefiharaan, Biaya
Pamaliharaan dan
Perizinan Alat Besar
Jumiah Gedung Kantor 1.03.01.:2.08.0008 -
dan Bangunan Lainmya FPemeliharaan/Rehabiitasi
yang Gedung Kantor dan
{mpﬂhm'ﬂ{mwlllm Bangunan Lainnya
Linit}
Jumiah Sarana dan 1.03.01.2.08.0010 -
Prasarana Pamediharaan/Rehabilitas!
Kantor atau Bangunan Sarana dan Prasarana
Lainrya yang Gedung Kanlor atau
[ﬁ Bangunan Lainnya
it} e
Meninghatmys akses Persentase peningkatan | 1.03.03 - PROGRAM
masyarakal terhadap kapasitas yang tedayani PENGELOLAAN DAN
sistem penyediaan e metail palayanan air PENGEMBANGAN
mirsm i (%) SISTEM PENYEDIAAN
AR MINUM
Tedayaminya RT unluk Kapasilas Sistern 1.03.03.2.01 -
n aksas Alr Parnyadiaan Alr Minum Pengelolaan dan
Minurn {SPAM) faringan (SPAM) Jasingan Pangembangan Sislam
perpipaan Ferpipaan yang Penyediaan Bir Minum
ditinglatkan (Liter/Detik} | (SPAM) di Daerah
Kapasitas Sistern 1.03.03.2.01,0026 -
Panyedizan Air Minum Sistem
(SPAM) Jaringan Penyediaan Alr Minum
Perpipaan yang (SPAM) Jaringan
5 . | _Parpipasn
Meninghatmyes Akses Persentasa peningkstan 1.03 05 - PROGRAM
Masyarakat terhadap rumah tengga yang PENGELOLAAN DAN
sandtasi yang layak mengmpati hunlkan PENGEMBANGAN
dengan akses saniasi SISTEM AIR LIMBAH
{mir firnbah domestik
layak) ()
Perseniase rumah 1.03.05 - PROGRAM
tangga vang menempatl | PENGELOLAAN DAM
hunlan dangan akses PENGEMBANGAN
sanitasl aman (%) (35) SISTEM AIR LIMBAH
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Terlayaninya AT untuk Jumiah Sisterm 1.03.05.2.01 -
mendapatican akses Alr Pengslolaan Air Limbah Pengedolaan dan
Limbah (SPALD) Domestik (SPALD) Sislam
selempat Terpusat Skala Alr Limbah Domestil
Permukiman Berbasis dalam Daerah
Masyarakat yang Kabupaten/ota
WA Hari)
Jumiah Sistem 1.03.05.2.01.0020 -
Pengelolaan Air Limbah | Optimafisasi Sistem
Domestik (SPALD) Pengelolazn Alr Limbah
Terpusat Shala Domestik (SPALD)
Permukiman Berbagis Terpusat Skala
Magyarakat yang Parmukiman Berbasis
MHam | Masyarakst
maninglatkan Tingleal Kemantapan 1.03.10 - PROGRAM
aksesibililas masyamkal Jalan kabupateniots PENYELENGGARAAN
YANGQ My arman dan amsan {3} JALAN
Tersedianya Jatan dan Panjang Jakan yang 103.10.2.04 -
Jembatan Kabupaten MMpelihara Secara Penyelenggaraan Jalan
yang berkondisi Baik dan | Berkala (KM) Kabupatenota
Panjang Jalan yang 1.03.10,2.01 -
Dipelihera Secara Rutin Pemyelanggarsan Jalan
_{FMJ Kabupaten/Kola
Pangang Jatan yang 1.03.10.2.01 -
Dinshabllitasi (KM) Panyelangparaan Jalan
Kabupaten/Kota
Panjang Jalan yang 1.03.10.2.01 -
Direskonstruksi (IKM) Penyelanggaraan Jalan
Kabupaten/Kota
Panjang Jembatanyang | 1.03.102:01 -
Direhabilitasi (Meter) Penyelenggaraan Jalan
Kabupaten/ota
Panjang Jalan yang 1.03.10.2.01.0051 -
?&eﬂhm Secara Rutin Pemeliharaan Rufin Jalan
Panjang Jalan yang 1.03.10.2,01.0055 -
Direhabiitasi (KM} Rehabilltazi Jalan
Pengang Jalan yang 1.08.10.2.01.00558 -
Dipelinara Secara Pemeaiiharaan Berkata
Barkals (KM} Jalan
Paniang Jembatan yang | 1.03.10.2.01 0058 -
Direhabilitasi (Metar) Rehabditasl Jembatan
Panjang Jatan yang 1.03.10.2.01.0058 -
Direkonstruksi {KM) Rekonstruksi Jalan
Meningkainys kualitas Persaniase Peningkatan
infrastrukiur strategis Huslitas dan Kuantitas

Infrastruktur strategis (%)




meningkatkan Persantase Peningkatan | 1.03.02 - PROGRAM
perlindungan 1 Perindungan Kawasan PENGELCLAAN
terhadap banjir dan Pamubkiman Rawan SUMBER DAYA AIR
maningkatkan akses Banjir (Persentase) (SDA)

masyarakal terhadap
gt TEE

persentase luas layansan

1.03.02 - PROGRAM

ingasi multfkomoditas PENGELOLAAN
%) SUMBER DAYA AIR
o e (SDA)
Teraadianya Bangunan Jumbah Embung dan 1.03.02.2.01 -
Pedindungan Kawasan Penampung Alr Lainnya Pengelolaan SDA dan
Permukiman rawan yang Dibangun (Unit) Bangunarn Pengaman
Barjir Pantai pada Wiaysh
Sungai (WS} dalam 1
{Satu) Daerah
Kabupaben/Kota
Panjang Sungal yang 1.03.02.2.01 -
DinormabisasiDiresiorasi | Pengelolaan SDA dan
(KM} Bangunan Pengaman
Pantar pada Wikayah
Sungai (WS) dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
umm Sungal yang 1.03.02:2.01.0083 -
nommalisagiDirestorasi | MormalisasiRestorasi
{KM) Sungal
Jumiah Embung dan 1.03.022.01.0121 -
Penampung Air Lainnya | Pembangunan Embung
yang Dibangun (Unit) f:lml"mm Air
T | P e
&5i 5 dan
Balk e mnmulhmr:?rl Pengelolazn Sistem
Dipalihara (KM) Irgasi Primer dan
Sekunder pada Daersh

Irigasi yang Luasnya di
Bawah 1000 Ha dalam 1
{Satu) Daerah

Parjang Jaringan Irigasi
Parmukaan yang
Direhabifitasi (KM)

Panjang Jaringan Ingasi
Pesmulcaan yang
DHrehaabilitasl {KM)

1.03.02,2.02.0014 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Permukaan




Paniang Jaringan Ingasi 1.03.02.2.02.0021 -
yang Oparas! dan
Dioparasikan dan Pameliharaan Jaringan
Dipelitiara (KM} lrigasi Permukasn
Meninghkatmya layanan Perzantase Peningkatan | 1.03.04 - PROGRAM
parsampahan Sampah yang Dikeloladi | PENGEMBANGAN
TPATPST Regional SISTEM DAN
{Persentase) PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL
Tersadianya Sarmna dan 1.03.042.04 -
Prasarana persampahan | TPATPSTISPATPS3R Pengembangan Sistem
yang dibangun (Ton/hari) | dan Pengelolaan
Persampahan dl Daerah
Ka 1.03.04.2.01.0020 -
TPAITPST/SPAITPS3R Pembangunan
yang dibangun (Tonfhard) | TPATPSTISPATPS-3R
meningkatian kusiitas Persentase cakupan 1.03,08 - PROGRAM
sistem drainase dralnase dalam kondisi PENGELOLAAN DAN
perkotaan baik (%) PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE
Tersedianya Saluran Jumish Sistem Drainase | 1.03.08.2.01 -
Draingse Perkotsan yang | Perkotean yang Pengelolaan dan
bertungsd Baik Direhabilliasi {Sigtem Pengemba Sistem
Drainase Parkotaan) Drainaze yang Terhubung
dengan Sungal
dalam Daerah
Jumiah Sistem Dreinese | 1.03.06.2.01,0028 -
Perkotaan yang Rehabiitass Sistem
Direhabilitas| (Sistem Dralnase Perkotaan
Dralnsss Parkotaan)
meningkatnya kuslias Persanlase cakupan 1.03.07 - PROGRAM
infrastruktur permukimean Infrastrukiur parmukiman | PENGEMBANGAN
dafarn kondisi baik (%) PERMUKIMAN
Terpaliharanya Jumlah 1.03.07.2.01 -
Prasarans parmEkeman TPATPSTISPATPS- Penyelenggaraan
yang sesuai dengan IRTPS di Kawasan Infrastruktur pada
kebutuhan masyanakat Strategis Permuliman di Kawasan
Kabupaten/'Kota Strategis Daerah
dipplimalisas| (LINIT)
Kapasiias Sistemn 1.03.07.2.01 -
Pengelciaan Alr Limbah
Domestik (SPALD) Infrastruidur
Terpusal (IPAL) di Permukiman di Kawasan
Kawasan Strategis Strategls Daearah
Kabupaten/Kola yang Kabupaten/ota
ditingkatkan (MAYHar)
Kapasitas Sistem 1.03.07.2.00 -
Penyadiaan Air Minum Penyelenggaraan
{SPAM) Jaringan Infrastruktur
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Stralegis Dasrah

Kabupaten/Kota yang Kabupateniota
ditingkatkan (Liter/Thatik)
Jurrilah 1.03.07.2.01.0007 -
TPATPSTISPAITPS- Optimaliseasi
BRITPS i Kawssan TPAITPST/SPAITPS-
Slratagis ARTPS di Kavwassn
Kabupataniiota yang Strategls KabupatenKota
diogtimaisas! (UNIT)
Kapssitas Sisten 1.03.07.2.01.0024 -
Peryediaan Alr Minum Peningkatan Sistem
{SPAM) Jaringan Panyeadiaan Air Minum
Perpipaan di Kawasan {SPAM) Jaringan
Slralegis Perpipaan di Kawasan
yang Strategis
ter/Datlk
Kapsaitas Sistem 1.03.07.2.01.0032 -
Pengelotaan Air Limbah Peningkatan Sistem
Domeslik (SPALD) Pengelolaan Alr Limbah
Tarpusat (IPAL) dl Domestik (SPALD}
Kawasan Sirategis Terpusat (IPAL) ol
I%.’.||:H.||:-|r|||n;’li::\'ﬂ:la|I yang Kawasan Sirategis
ditingkatian (MAY/Har) |
meningkatnya kualitas Persaniase bangunan 1.03.08 - PROGRAM
bangunan gedung gedung dalam kandisi PEMATAAN BANGLINAMN
Baik (%) GEDUNG
Terlayaninya proses Jurmiah Penarbilan 1.03.08.2.01 -
dokimen pamahon Persatujuan Bangunan
{PBG), Serifikal | Bangunen Gedung di
Laik Fungs! (SLF), Sural | Wiayah Daerah
Bulkt Kepemilikan
Bangunan Gedung Pambearian 1zin
{SBKBG), Rencana Mendirikan Bangunan
Teknis Pembangkaran (IMB) dan Sertifikat Laik
Bangunan Gedung Fungsi Bangunan
{RTB), Tim Profesi Ahl
{TPA), Tim Panila
Teknks (TPT), Penilik,
dan Pendataan
Gedung
metalul SIMBG
{Dokumen]
Jumilah Penerbilan 1.03.08.2.01.0023 -
Persetujuan Bangunan Peryelenggaraan
Gadung (PBG). Sedifikal | Penerbitan Persetujuan
Laik Fungsi (SLF), Surat | Bangunan Gedung
Bukt Kepamilikan (PBG), Serfifiat Laik
Banguran Gedung Fungsi (SLF), Surat Bukdi
(SBKBG), Rencana Kepemilikan Bangunan
Teknis Pembangkaran Gedung (SBKBG),
Bangunan Gedung Rencana Teknis
(RTBY}, Tim Profesi Ahli
(TPA), Tim Penitai Godung (RTB), Tim
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Teknis (TPT), Panilk,
dan Pendataan

Panitai Teknis (TPT)
Bangunan Gedung Penilik, dan Pendatsan
melalii SIMBG Bangunan Gedung
{Dokumen) medalul SIMBG
meningkatnya banguna Persantase penatpan 1.03.08 - PROGRAM
dan lingkungan yang bangunan dan PENATAAN BANGUNAN
tertata linglungan (3} DN LINGEUNGAMNY A
Terpefiharanya gedung Jumbah Dokumen 1.03.08.2.01 -
pemenntah agar tetap Rencana dan Teknis
dalam kondisi balk Panataan Bangunan dan | Penatzan Bangunan dan
Lingkungan yang Lingkungannye di Dasrah
Disusun di Kawasan
Strategis Daersh
Kabupatan/ota
{
Jumiah Dokumen 1.03.08.2.01.0010 -
Rencana dan Teknis Pamyusunan Rencana
Penataan Bangunan dan | dan Teknis Penataan
Lingkungan yang Bangunan dan
Disusun i Kawasan Lingkungan di Kawasan
w Daerah Strategis Dasrsh
patan/iots Kabupaten/Koia
{Dolourmen)
rrEninghatrya Parsantase tenaga kega | 1.03.11 - PROGRAM
kompetensi tanaga konstruksi kualifikasi ahl | PENGEMBANGAN JASA
konstruksi (%) KONSTRUKSI
Tersadianya Tenaga Ahll | Jumlah Tenaga Kera 1.03.11.2.01 -
Konsinukst yang Konstruksi Kualifikasi Penyelenggaraan
tersartifikasi Jabatan Operator dan Pelatinan Tenaga
Teknisi atau Analis yang | Terampil Konstruksi
Dipantau dan Dievaluasi
Pelatihannya (Dokumen)
Jumiah Tenaga Kera 1.03.11.2.01.0014 -
Konstrukel Kualifikasi Pemantauan dan
Jabatan Operslor dan Evaluas! Palathan
Teknisl alau Analis yang | Tenaga Keda Konstruksi
Dipantau dan Dievaluasl | Kualifikas Jabatan
Palatthannya (Dokumen) | Operator dan Teknisi atay
Analis
meningkatmya kualitas Persantase 1.03.12 - PROGRAM
penyelanggaman panysanggaraan Kasus PENYELENGGARAAN
penataan rnuang pelanggaran PENATAAN RUANG
pemanfastan ruang di
daerah (%)
Tersusunnya Dokumen Jumiah surat persetujuan | 1.03.122.01 - Penetapan
RTRW dan RRTR substans RTRW Rencana Tata Ruang
Kabupaten/Kota Wilayah (RTRW) dan
{Dokumen Rencana Rind Tata
Ruang (RRTR)
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Jumiah surat persetujusn | 1.0:3.12.2.01,0005 -
substansi RTRW Pelaksanaan Persatujuan
Substansi RTRW

- (Dokumen) Kaba

Teraksananys Jumlah Keglatan 1.03.12.2.02 - Koondinas!

sosialisasl Edukasi Tala Peningkatan dan Sinkronisasi

Ruang dan Aluran pemahaman dan Perencanaan Tata Ruang

PKEPR tanggung jawab Deerah Kabupaien/Kola
Masyarahat (Kegiatan)
Jumlah Kegiatan 1.03.12.2.02.0008 -
Peningkatan Peninghatan Paran
pemahaman dan Masyarakal datam
tanggung jawab Penataan Ruang

— Masyarakat (Kegisian)

Tersadianya Layanan Jumilah layanan 1,03.12.2.03 - Koordinas|

Pemanfaatan Ruang Persatujuan KKFR dan Sinkronisasi
sesuai dengan ketentuan | Pemanfastan Ruang
wakiu yang baraku Danrah Kabupaten/¥ota
(Layanan)
Jumiah layanan 1.03.12.2.03.0004 -
Persatujuan KkPR Palaksanaan Persatujuan
sesual dengan ketenfuan | Kesesusian Kegistan

: Pemenfaatan Ruang
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4.1 URAIAN PROGRAM

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran
yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok ditentukanlah program, dan
kegiatan. Adapun program antara lain adalah sebagai berikut :

a. Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten /Kota.
. Program Penyelenggaraan Jalan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
ProgramPengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Program  Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan
Persampahan Regional
Program Pengembangan Permukiman
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

mompAp o

-

1.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang
dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung
menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan.
Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur
perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok antara lain ;

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota

2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

3. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten /Kota

4. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan- nya di Daerah
Kabupaten / Kota

5. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi

6. KegiatanPengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang
terhubung langsung dengan sungai dalam daerah

7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /
Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

8. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastrukturpada Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota

9. KegiatanKegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota

10. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

11.Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten /Kota

1.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA,
INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang
dilakukan untuk mencapaiRencana daftar program, kegiatan, dan

} -M




subkegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5
(lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan
estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan
penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang
disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral,
menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan RKA
serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan dijelaskan
pada tabel 4.3 berikut ini:
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TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM | KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
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44 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA
MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan
operasional yang dilakukan untuk
mencapaiRencanaSubkegiatan prioritas dalam mendukung
program prioritas pembangunan daerah merupakan
rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling
strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam
mendukung pencapaian program prioritas pembangunan
daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran
utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar
subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas
pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4
dibawah ini :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program

1. | Penyelenggara Kemantapan Kabupaten / Kota
An Jalan Jalan
Kabupaten

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan

Sub Kegiatan Rekontruksi Jalan

Sub Kegiatan Pemeliharaan
Berkala Jalan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin
Jalan
Sub Kegiatan Rehabilitasi
Jembatan
Program 1. Persentase Pengelolaan Sda Dan
2. | Pengelolaan Luas Layanan Bangunan Pengaman
Sumber Daya Air | Irigasi Pantai Pada Wilayah
Multikomoditas | Sungai (Ws) Dalam 1
2.Persentase (Satu) Daerah
Peningkatan Kabupaten/Kota
Perlindungan
Kawasan
Permukiman
Rawan Banjir
Sub Kegiatan

Normalisasi / Restorasi Sungai

Sub Kegiatan Rehabilitasi _
Embung Dan Penampungan Air
Lainnya




Pengembangan Dan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer Dan
Sekunder Pada Daerah
Irigasi Yang Luasnya Di
Bawah 1000 Ha Dalam1
(Satu) Daerah
Kabupaten /Kota

Sub Kegiatan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi Permukaan

Sub Kegiatan Operasi Dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Permukaan

Program Persentase Pengelolaan dan Pengembangan
Pengelolaan dan | peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum
Pengembangan kapasitas yang | (SPAM) di Daerah
Sistem terlia&y ani melalui Kabupaten/Kota
Penyediaan Air | PCiyanan air
Minum
Sub Kegiatan Peningkatan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan
Program Persentase Kegiatan Pengelolaan Dan
Pengelolaan Dan ;Eﬂm _ Pengembangan Sistem Air
Pengembangan Y:nné Me;éln%iti Limbah Domestik Dalam Daerah
Sistem Air Hunian Dengan | Kabupaten/Kota
Limbah Akses Sanitasi
Air Limbah
omestik)
Lavak Dan Aman
Sub Kegiatan Penyediaan Sub
Sistem Pengolahan Air Limbah
Domestik (Spald) Setempat
Sub Kegiatan Optimalisasi
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
(Spald) Terpusat Skala
Permukiman Berbasis
Masvarakat
Program Persentase Pengelolaan Dan
Pengelolaan Dan | Cakupan Pengembangan Sistem
Pengembangan | Drainase Dalam | Drainase Yang Terhubung
Sistem Drainase | gondisi Baik Langsung Dengan Sungai
Dalam Daerah
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem
Drainase Perkotaan

Sumber: RFJMD Kab, Solok 2025-2029
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2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-

BASELINE TARGET TAHUN
s RIEEATOR BAKUAN | s 2025 2026 2027 2028 2029 0 KET
) T A S 7Y R Mt B 7,7 M OB 1 L - TR AT VR P = il 10)
1.03.0.00.0.00.01.0000 -
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
1. | Cakupan infrastruktur | % 73,95 69,13 69,57 69,04 70,04 70,24 70,75
berkondisi baik yang
berbasis tata ruang
2 Persentase Peningkatan | % 74,25 74,72 74,86 75,31 75,51 76,57 74 .25
Kualitas dan Kuantitas :
Infrastruktur Dasar
3. Persentase Peningkatan | % 33,14 34,00 34,34 34,81 35,20 35,68% 33,14
Kualitas dan Kuantitas
Infrastruktur Strategis
4, persentase % 02,41 100 100 100 100 100 100
penyelengaraan kasus
pelanggaran
tan ruang di
Kab/Kota
5. Nilai SAKIP Perangkat Nilai 70,30 70,80 71,30 71,80 72,30 72,80 73,30
Daerah
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4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun 2025-2029 Melalui Indikato Kinerja Kunci (IKK)

Bab ini menguraikan secara rinci program, kegiatan,
subkegiatan, dan indikator kinerja yang akan menjadi Indikator
Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat
operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan
atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok
sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.6 dibawah ini
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TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

TARGET TAHUN

47,55

47,85

48,15

48,45 48,75

49,035

49,35

komulatil

Persentase

62,87

62,87

63,10

63,52 63,85

64,00

64,20

komulatif

52,27

52,50

52,75

53,00 53,26

53,50

53,75

100

100

100

100 100

100

100

komulatif

24,18

55,07

55,99

56,06 57,72

58,22

60,02

komulatil

85,33

85,43

85,53

85,63 85,73

85,83

85,93

4,90

6,13

7,79

9,50 11,22

12,93

16,64

positif

62,56

63,07

63,91

64,08 64,88

65,19

67,20

komulatif

50,00

51,13

5149

5l.84 52,02

52,77
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NO INDIKATOR

2025

| I.'.l'l;lzlll II ".I'.“ Ill.'E. I-lll

TR YA T | T

0.00 5,00

) M O
komulatf

. t.nnepm
drainase dalam kondisi
haik

11. | Persentase Peningkatan komulatifl | Persentase 1 2 3 4 5 [ T
Sampah yang Dikelola di
TPA/TPST Regional

12, Persentase o Leamulatif % 1030 100 100 1060 100 100 100
penyelenggaraan 8
pelanggaran pemenfastan
ruang di daerah

13. | Persentase tenaga kerja komulatif | % [ 40,00 40,50 41,00 41,50

konstruksi kualifikasi ahti - e =N

I INDIEATOR KINERJA
DASAR
L Indeks infrastruktur dasrah Indeks 62,42 63,81 64,03 65,44 67,82 63,01 70,33

2z whmﬂlr Baku komulatif | % 0 0,05 0,066 0,082 0,098 0,114 0,13
Akses Rumah Tangga komulatif | % [i] 23,0

3,00 24,30 26,00 27,50 29,00 30,50
S'u.m_l:m' Air Minum

Perpipaan
4. Rumah Tangga dengan komulatf %% 6.13 7.79 9.50 11.22 1
ngg: 293 16.64 6.13




BAB V

PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Target Renstra DPUPR Kabupaten Solok periode 2025-2029
adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPUPR
Kabupaten Solok untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan
pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan
ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen
semua pimpinan dan staf DPUPR Kabupaten Solok. Selain itu, untuk
menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025- 2029,
setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat
dilakukan perubahan /revisi muatan Renstra DPUPR Kabupaten Solok
termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan DPUPR
Kabupaten Solok.

¥

Renstra DPUPR Kabupaten Solok periode 2025-2029 harus
dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan DPUPR
Kabupaten Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-
masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan
akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja
(better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra DPUPR Kabupaten Solok Tahun 2025
2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi
seluruh personil DPUPR beserta stake holder dalam membangun
kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan
sasaran DPUPR secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat
meningkatkan kualitas infrastruktur dan penataan ruang dalam upaya
mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Solok, sesuai
kewenangan dalam tugas dan fungsi DPUPR Kabupaten Solok.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

KaidahKaidah pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis) adalah
prinsip-prinsip atau pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam
melaksanakan rencana strategis. Kaidah ini bertujuan untuk
memastikan bahwa pelaksanaan Renstra dilakukan dengan efektif,
efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan
mengikuti kaidah pelaksanaan Renstra, organisasi dapat memastikan
bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan
dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi
serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian
target-target yang telah ditetapkan dalam Resntra DPUPR Kabupaten
Solok Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai
berikut:

a. Keselarasan dengan RPJMD: penyusunan dan pelaksanaan
Renstra harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD);




b. Konsistensi dengan Rencana Kerja (Renja): Renstra menjadi
pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, memastikan bahwa
program dan kegiatan tahunan sejalan dengan strategi jangka
panjang;

c. Pengukuran kinerja dan evaluasi: Renstra menetapkan indikator
kinerja utama yang akan digunakan untuk mengukur
keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Proses ini juga
mencakup evaluasi kinerja secara berkala;

d. Koordinasi dan sinkronisasi: pelaksanaan Renstra harus
melibatkan koordinasi yang baik antar perangkat daerah, unit
kerja, dan instansi terkait untuk memastikan sinergi dalam
pencapaian tujuan;

e. Akuntabilitas dan pelaporan: melaporkan hasil pelaksanaan
kinerja Renstra secara berkala menjadi salah satu kaidah penting
untuk memberikan akuntabilitas kinerja kepada publik dan
pimpinan;

f. Pemenuhan prioritas dan anggaran: pelaksanaan Renstra harus
memprioritaskan kegiatan yang paling relevan dan memastikan

alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan;

g. Pemenuhan Pemenuhakepatuhan terhadap peraturan: seluruh
tata cara dan pelaksanaan Renstra harus berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan
pemerintah terkait perencanaan pembangunan.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pemenuhan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Renstra merupakan proses penting untuk memastikan bahwa
rencana strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan
dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek yang
terkait dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra:

a. Memantau progres pelaksanaan Renstra untuk memastikan
bahwa target dan sasaran dapat dicapai;

b. Mengukur kinerja pelaksanaan Renstra berdasarkan indikator
yang telah ditetapkan;

¢. Menilai efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra;

d. Mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan Renstra;

e. Merumuskan rekomendasi perbaikan untuk periode selanjutnya
berdasarkan hasil evaluasi.
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Dengan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra,
perangkat daerah dapat:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan;

b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya;
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renstra;

d. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merumuskan
strategi perbaikan.

Renstra ini bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan sebuah
janji untuk bekerja keras, inovatif, dan akuntabel demi masa depan
Kabupaten Solok yang lebih baik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya dalam
setiap langkah kita

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

—

FEBRIZALDI




LAMPIRAN 1

META DATA INDIKATOR RPJMD TAHUN 202 5-2029
I. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Cakupan infrastruktur berkondisi baik yang berbasis tata ruang

Nama
Indikator

Cakupan infrastruktur berkondisi baik yang berbasis tata ruang

Definisi

Cakupan Infrastruktur Berkondisi Baik yang Berbasis Tata Ruang
adalah proporsi atau persentase infrastruktur yang berada dal
kondisi baik dan berfungsi optimal, yang pembangunan,
pemanfaatan, serta pengembangannya telah sesuai dengan|
rencana tata ruang yang berlaku (RTRW/RDTR), baik dari aspek
lokasi, peruntukan ruang, kapasitas, maupun keterpaduan
antarwilayah.

Rumus
Perhitungan

Cakupan Infrastruktur Berkondisi Baik yang Berbasis Tata Ruang
= Rata-rata dari Persentase Infrastruktur Dasar + Persentase
Infrastruktur Strategis + Persentase Penyelenggaraan Kasus
Pemanfaatan Ruang

Interpretasi

¢ Indeks sedang —

¢ Indeks tinggi — fokus pada pemeliharaan, inovasi, dan

® Indeks rendah — daerah harus memprioritaskan
pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air
bersih, sekolah, puskesmas).

fokus pada pemerataan dan

peningkatan kualitas infrastruktur.

keberlanjutan infrastruktur (misalnya energl terbarukan,
transportasi massal modern)

Sumber Data

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Frekuensi

Tahunan

2. Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar

Namsa
Indikator

Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
Dasar

Definisi

Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
Dasar adalah Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani
melalui pelayanan air minum + Persentase peningkatan Rumah
Tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah
domestik) layak dan aman

Rumus
Perhitungan

Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastrukiur
Dasar = Rata-rata dari Persentase peningkatan kapasitas yang
terlayani melalui pelayanan air minum + Persentase peningkatan
Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi
(air limbah domestik) layak dan aman

Interpretasi

e Indeks rendah — daerah harus memprioritaskan
pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air
bersih, sekolah, puskesmas).

e Indeks sedang — fokus pada
peningkatan kualitas infrastruktur.

e Indeks tinggi — fokus pada pemeliharaan, inovasi, dan
keberlanjutan infrastruktur (misalnya energi terbarukan,

pemerataan dan




transportasi massal modern)

Sumber Data

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Frekuensi

Tahunan

3. Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

Strategis
Nama Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
Indikator Strategis
Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
Definisi Stl_*ateg;ls adalah Persentase seluruh dari Infrastruktur Stratgeis
yaitu Jalan, Irigasi, Drainase, Gedung, Persampahan, dan Jasal

Kontruksi

Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

Rumus Dasar = Rata-rata dari Persentase Indikator Jalan, Irigasi,
Perhitungan Drainase, Gedung, Persampahan, dan Jasa Kontruksi

e Indeks remdah — daerah harus memprioritaskan
pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air
hersih, sekolah, puskesmas).

e Indeks sedang — fokus pada pemerataan dan

Interpretasi peningkatan kualitas infrastruktur.

e Indeks tinggi — fokus pada pemeliharaan, inovasi, dan
keberlanjutan infrastruktur (misalnya energi terbarukan,
transportasi massal modern)

Sumber Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi Tahunan

4. Persentase penyelengaraan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di

Kab/Kota

Nama
Indikator

Persentase penyelengaraan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang
di Kab/Kota

Definisi

Persentase Penyelenggaraan Kasus Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang di Kabupaten/Kota adalah ukuran capaian yang
menggambarkan proporsi kasus pelanggaran pemanfaatan ruang
yang telah ditangani dan diselenggarakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Rumus
Perhitungan

Persentase Penyelenggaraan Kasus Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang di Kabupaten/Kota adalah ukuran capaian yang
menggambarkan proporsi kasus pelanggaran pemanfaatan ruang
yang telah ditangani dan diselenggarakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, dibandingkan dengan jumlah
total kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang teridentifikasi
dalam suatu periode tertentu, yang dinyatakan dalam persentase. l

Interpretasi

» Indeks tinggi : Menunjukkan semakin baik kinerja 1

pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengawasan
dan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya dalam
menangani kasus pelanggaran sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

> Indeks Rendah : Mengindikasikan masih adanya kasus




pelanggaran pemanfaatan ruang yang belum tertangani,
yang dapat berdampak pada ketidaktertiban tata ruang,
konflik pemanfaatan ruang, serta menurunnya kualitas
lingkungan dan pelayanan wilayah.

Sumber Data

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Frekuensi

Tahunan

II. INDIKATOR KINERJA DASAR

1. Indeks Infrastruktur Daerah

Nama
Indikator

Indeks Infrastruktur Daerah

Definisi

Indeks Infrastruktur Daerah adalah ukuran komposit yang]
menggambarkan tingkat ketersediaan, keterjangkauan,
kualitas, dan pemerataan infrastruktur dasar di suatu
wilayah. Indeks ini digunakan untuk menilai seberapa baik
daerah dalam menyediakan sarana prasarana yang,
mendukung kehidupan masyarakat dan pertumbuhan
ekonomi

Rumus
Perhitungan

Indeks Infrastruktur Daerah = Persentase layanan air
minum (JP, BJP) + Persentase akses sanitasi (layak, aman) +
Persentase jalan mantap + Persentase jembatan dalam
kondisi baik + Persentase daerah irigasi berkondisi baik +
Persentase embung berkondisi baik + Persentase gedung
kantor Pemerintah berkondisi baik + Persentase rumah
layak huni dan terjangkau + Persentase pemenuhan PSU
perumahan + Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10
Ha yang dientaskan + Persentase pemenuhan sarana
pelengkap jalan kewenangan kabupaten (PJU dan rambu) /
11

Interpretasi

¢ Indeks rendah — daerah harus memprioritaskan
pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air
bersih, sekolah, puskesmas).

® Indeks sedamg — fokus pada pemerataan dan
peningkatan kualitas infrastruktur.

e Indeks tinggi — fokus pada pemeliharaan, inovasi, dan
keberlanjutan infrastruktur (misalnya energi terbarukan,
transportasi massal modern)

Sumber Data

Perangkat Daerah Urusan Perencanaan

Frekuensi

Tahunan

2. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum
Perpipaan / Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum

Nama Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum
Indikator Perpipaan (%)

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum
Definisi Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki

akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan




yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga
menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2)
Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam
rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan;
dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2
Tahun 2023,

Rumus

Perhitungan

_ JRTASMPP
PASMPP = T X 100%

e PASMPP Persentase rumah tangga
erhad 1 pe:_‘kc}taf%n yang memiliki akses
erhadap air siap minum i :

* JRTASMPP : Jumlah rumah tanggapegrllj{aoat:an yang
memiliki akses terhadap air siap minum
perpipaan.

o JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.

Interpretasi

Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target
RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah
Daerah.

Sumber Data

1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh
Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan

2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BADAN
PUSAT STATISTIK

Frekuensi

SKAM RT : Tahunan
Susenas KOR : Tahunan

3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

f:;l:atnr Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas
sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset
dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya
Definisi menggunakan
tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima)
tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan
lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan
air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
JRTST+JRTIPLT
PSA = J'T * 100%
Keterangan:
PSA = Persentase Rumah Tangga yvang memiliki akses
sanitasi aman
Rumus JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses
Perhitungan terhadap SPALD-T

JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap
tangki septik yang disedot setidaknya sekali
dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam
instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)

JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya




Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses
sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi
masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta
sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan
produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia.
Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri

Interpretasi atau virus vang ditularkan baik melalui udara, melalui
| permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia.

Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan
layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting
untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan
kebersihan dasar dari masyarakat
1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BADAN

Sumber Data PUSAT STATISTIK
2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR

Frekuensi

Tahunan [

4. Kapasitas Air Baku

Nama
Indikator

Kapasitas Air Baku (m?/detik )

Definisi

Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk
keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang
bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air
hujan, atau sumber air lainnya

Rumus
Perhitungan

Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan
atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan,
industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air,
air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air
Lainnya

Interpretasi

0 Kapasitas air baku tinggi — menunjukkan potensi
pemenuhan kebutuhan air bersih, mendukung
pertumbuhan penduduk dan sektor ekonomi, serta
memperkuat ketahanan air daerah.

LI Kapasitas air baku sedang — ketersediaan relatif cukup
namun perlu pengelolaan yang hati-hati, terutama pada
musim kemarau atau saat kebutuhan meningkat,

T Kapasitas air baku rendah — menandakan potensi
defisit air bersih, rawan krisis air, dan membutuhkan
strategi alternatif (misalnya optimalisasi SPAM, pengolahan
air laut, pemanenan air hujan, atau efisiensi distribusi).

Sumber Data

Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Frekuensi

Tahunan




III. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. Urusan Pekerjaan Umum
1. Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik

r:dmi:atnr Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik
Angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan antara

Definisi pan_jang prasarana drainase dalam kondisi baik terhadap
panjang prasarana drainase secara keseluruhan dalam
safuan persen.

Rutaris Cakupan drainase dalam kondisi baik = (Panjang saluran

Perhit drainase dalam kondisi baik / panjang saluran drainase

B yang terbangun) x 100%

Semakin tinggi persentase drainase dalam kondisi baik
artinya semakin panjang saluran drainase yang berfungsi

Interpretasi dengan baik. Jika persentase drainase dalam kondisi baik
sebesar 90 persen artinya 9 km dari 10 km
Metode/Rumus saluran drainase yang ada berfungsi
dengan baik

Sumber Data Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang ]

Frekuensi Tahunan

2. Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik

f::li:utnr Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik
Ukuran penilaian digunakan sebagai dasar untuk
melakukan verifikasi dan evaluasi kelengkapan dokumen

Definisi serta pemeriksaan teknis (survey lapangan) dalam rangka
memberikan rekomendasi IMB. Rekomendasi ini menjadi
dasar penerbitan IMB agar penataan bangunan gedung
berjalan sesuai standar dan ketentuan.

- o— Jumlah Permohonan sesuai SOP / Jumlah Permohonan |
Masuk x 100%

Perhitungan
Jika ada 100 Permohonan yang masuk dan 80

Interpretasi diantaranya yang sesuai dengan SOP, Maka Persentase
bangunan Gedung dalam Kondisi Baik 80%
Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan

Sumber Data Pena Rusng

Frekuensi Tahunan

3. Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan

Nama Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan
Indikator

Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi
Definisi bangunan dan lingkungan yang telah ditata dengan baik,

sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku




Rumus %Penatanaan Bangunan dan Lingkungan = (Jumlah
Perhitungan | &°dUng pemerintah sesuai tata ruang/Jumlah total
gedung pemerintah) x 100%
Jika ada 100 bangunan dan lingkungan, dan 80 di
Interpretasi antaranya telah ditata dengan baik, maka persentase

penataan bangunan dan lingkungan adalah 80%.

Sumber Data

Perangkat Daerah Urusan Pekeriaan Umum Dan
Penataan Ruang

Frekuensi

Tahunan

4. Tingkat Kemantapan Jalan

Nama Tingkat K
7 - gkat Kemantapan Jalan
Ukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi jalan
Definisi yang mantap dan siap digunakan, baik dari segi
struktural maupun fungsional.
Rumus Ef_kﬁa tkif? 2 s JaffanJ & thumm:l oo s ja.l
isi mantap um total panjang jalan
Perhitungan kabupaten /kota) x 100%
Tingkat Kcmantapan Jalan yang baik dapat
Interpretasi meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan
pengguna jalan.
Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan
Sumber Data Penataan Ruang
Frekuensi Tahunan

5. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

Nama Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
Indikator
Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi
Definisi tenaga kerja konstruksi yang memiliki kualifikasi ahli
dalam bidang konstruksi.
% Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli = (Jumlah
Rumus tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang dibuktikan
Perhitungan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ Jumlah
kebutuhan tenaga operator dan teknis) x 100%
Tingkat kualifikasi ahli yang tinggi dapat meningkatkan
Interprotust kualitas dan keselamatan proyek konstruksi.
Suml Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan
R Data Penataan Ruang
Frekuensi Tahunan




6. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di
Daerah kabupaten/kota

Nama Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan
Indikator Ruang di Daerah kabupaten/kota
Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi
Definisi kasus pelanggaran pemanfaatan ruang vyang telah
diselesaikan oleh pemerintah daerah kabupaten /kota.
—_— % Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang = (Jumlah
Perhitun kasus pemanfaatan ruang yang diselesaikan/Jumlah
gan kasus pemanfaatan ruang yang terjadi) x 100%
Jika ada 100 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang, dan
Interpretasi 80 di antaranya telah diselesaikan, maka persentase
penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang
adalah 80%
3 Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan
ber Data Penataan Ruang
Frekuensi Tahunan

7. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas

fa::nt Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas
n or
Definisi Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi luas
[ lahan yang dilayani oleh sistem irigasi multikomoditas
% Luas Layanan Irigasi Multikomoditas ={ Luas irigasi
T kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi
Perhitunsas yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha),
nga dioperasi dan pelihara (ha) / luas daerah irigasi
kewenangan kabupaten) x 100%
Jika ada 1000 hektar lahan pertanian, dan 800 hektar di
antaranya dilayani oleh sistem irigasi multikomoditas,
Interpretast maka persentase luas layanan irigasi multikomoditas
adalah 80%
i Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan
. or Date Penataan Ruang
Frekuensi Tahunan

8. Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui
pelayanan air minum

Nama
Indikator

Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui
pelayanan air minum

Definisi

Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi
peningkatan kapasitas pelayanan air minum yang dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat

Rumus

Perhitungan

% Layanan Air Minum Layak = Jumlah kumulatif rumah |
tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi / Jumlah total proyeksi rumah
tangga




% Layanan Air Minum Aman = Jumlah kumulatif rumah
tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan perpipaan / Jumlah total
proyeksi rumah tangga

Jika kapasitas pelayanan air minum sebelumnya adalah

Interpretasi 1000 jiwa, dan saat ini meningkat menjadi 1200 jiwa,
maka persentase peningkatan kapasitas adalah 20%

Siitiber Data Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang

Frekuensi Tahunan

9. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian
dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)

Nama
Indikator

Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati
Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik
Layak dan Aman)

Definisi

quran yang digunakan untuk mengetahui proporsi
peningkatan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi
yang layak dan aman.

Rumus
Perhitungan

JRTSL
PSL = W X 100%
Keterangan:
PSL = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses
sanitasi layak
JRTSL = Jumlah rumah tangga yang memiliki closet
JJRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya

_ IRTST-RTIPLT
PSA — ® 1009,

Keterangan:

PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki
akses sanifasi aman

JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses
terhadap SPALD-T 1

JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses
terhadap tangki septik vang disedot
setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun
terakhir dan diolah dalam instalasi
pengolahan lumpur tinja (IPLT)

JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya

Interpretasi

Jika jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak
dan aman sebelumnya adalah 1000, dan saat ini
meningkat menjadi 1200, maka persentase peningkatan
adalah 20%.

Sumber Data

Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang

Frekuensi

Tahunan




10. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman

Rawan Banjir
Nama Persentase Peningkatan  Perlindungan  Kawasan
Indikator Permukiman Rawan Banjir
Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi
Definisi peningkatan perlindungan kawasan permukiman yang
rawan banjir
% Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir =
Rumus (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang
Perhit terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS
agan Kewenangan Kabupaten / Luas kawasan permukiman
rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten
Jika jumlah kawasan permukiman yvang terlindungi
Interpretasi sebelumnya 500 hektar, dan saat ini meningkat menjadi
700 hektar, maka persentase peningkatan adalah 40%
Sumi Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum Dan
Su ¢ Data Penataan Ruang
Frekuensi Tahunan
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